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ABSTRAK

ANALISISPELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR CAMAT KECAMATAN
INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS PADA
PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK)

Oleh :
RISKA MEIFITRIA

Penelitian ini di laksanakan di Kantor Camat Inuman Kabupaten Kuantan
Sngingi. Adapun tujuan penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui pelayanan publik
pada penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kantor Camat Inuman Kabupaten
Kuantan Sngingi.

Sgalan dalam pendlitian ini saya mengambil sampel yang berjumlah 44
orang. Karena terbatasnya jumlah populasi maka semua populasi dijadikan sebagai
sampel, dengan menggunakan metode Accidental Sampling. Data yang digunakan
yaitu data primer yakni data yang diperoleh langsung dari narasumber dan informan
melalui observas, kuisioner, serta wawancara. Kemudian data sekunder yakni data
yang sudah diolah dalam bentuk naskah.

Berdasarkan pendlitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan
publik pada penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kantor camat kecamatan
Inuman Kabupaten Kuantan Sngingi pada umumnya responden sudah setuju
(45,45%) terhadap pelayanan publik pada penerbitan Kartu Tanda Penduduk di
Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Sngingi. Namun masih ada responden yang
kurang setuju (37,12%) terhadap pelayanan publik pada penerbitan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) di kantor camat Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Sngingi,
bahkan masih ada responden yang tidak setuju (17,42%).

Oleh karena itu disarankan kepada setiap pegawai yang menangani
masalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjalankan tugasnya sesuai dengan
peraturan yang telah ditentukan dan memberikan pelayanan yang baik kepada
masyarakat agar masyarakat puas terhadap kemampuan dan keterampilan pegawai.
Sehingga kewajiban seorang pegawai dapat dilaksanakan dengan baik.
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BAB |
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkaryarasat adil dan
makmur, yang merata material dan makmur dan spiier@lasarkan Pancasila dan
UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik lesian yang merdeka,
berdaulat, dan bersatu dalam suasana tentram ex@jdhhir bathin serta dinamis.
Tugas utama pemerintah terhadap rakyatnya adalahberé&kan pelayanan dalam
rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh aragat. Peranan pemerintah
memang mengalami perubahan sesuai dengan tutunatirdanika masyarakat yang
berkembang.

Demikian pentingnya pelayanan Publik yang diberikemerintah kepada
masyarakat, sehingga sering dijadikan indikator eke#silan pemerintah, juga
dengan program reformasi nasional, tidak akan atlaya bila pelayanan publik
ternyata masih buruk. Dalam rangka mewujudkgood governance dimana
akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang hadigedepankan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, maka pelayanan puylilg akuntabel vyaitu
pelayanan prima yang menjadi keharusan yang tigakditunda-tunda.

Dalam era pembangunan Nasional peranan manuslkusgiaratur negara
semakin dirasakan kehadirannya. Seluruh organisagantung dari prakarsa dan

karya manusia, sehingga hampir setiap masalah pegabagai aparatur dipandang



sebagai faktor yang menentukan keberhasilan progafeh karenanya faktor
manusia sebagai aparatur harus ditingkatkan serngeggabdiannya, keterampilan
dan kecakapannya, disiplin kerjanya yang keselumyg akan meningkatkan
kewibawaan Pemerintah.

Namun disisi lain, keterampilan pegawai apabilagedsiaan tidak teratur
dan sistimatik maka pendayagunaanya tidak akammaptiBegitu pula sebaliknya
bila pengelolaan teratur dan sistematik namun sgom@egawai tidak memiliki
keahlian dan keterampilan tidak akan optimal. Gdebab itu antara keahlian dan
ketrampilan pegawai dalam pengelolaan yang teratan sistematik untuk
menghasilkan pendayagunaan yang optimal harusjalaiselan seimbang.

Disini faktor manusia tergantung pada misi dan gamng jawab yang
diberikan. Misi dapat terlaksana sebaik-baiknyabdpaada pengarahan yang jelas
dari sistem administrasi yang teratur dan benar.

Dalam hidup berbangsa dan bernegara, masyarakahdsih harus juga
memberikan upaya timbal balik dari pelayanan yatahtdiberikan oleh pemerintah,
dalam hal ini masyarakat harus mematuhi aturan ydibgat oleh pemerintah,
dilaksanakan oleh rakyat dan hasilnya juga untukejabteraan rakyat. Dimana
pemerintah harus mengetahui apa yang diinginkarnyanalksat dan peraturan yang
bagaimana yang patut dipatuhi oleh masyarakatngghi masyarakat tidak merasa
keberatan dengan peraturan itu dan dapat melaksamgk dengan baik.

Indonesia dalam penyelenggaraan sistem pendaftg@ncatatan)

penduduk dan pencatatan sipil dalam pendayagunaam pmenyelenggaraan



berdokumen belum dapat berjalan secara maksimalaa pencatatan berdokumen
maupun dalam penghitungan statistik vital dan stktikependudukan, banyak
kejadian-kejadian kependudukan yang belum tercattara benar, misalnya
kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian perkludtehingga kepemilikan

dokumen penduduk yang merupakan alat bukti yangasain sebagai identitas diri
masih banyak belum dimiliki penduduk.

Dalam sistem administrasi kependudukan yang berthkimdonesia, jika
dihubungkan dengan pelaksanaan pendaftaran pendadugencatatan sipil, bentuk
dan fungsi dokumen dapat diklasifikasikan sebagekbt :

1. Biodata atau alat untuk menjaring data penduduk.

2. Akta-akta merupakan kartu catatan tentang peristatzau kejadian vital
seseorang.

3. Paspor, Kartu ldentitas Sementara (KITAS), Kartankitas Tetap (KITAP)
merupakan kartu kelengkapan administrasi dalamkeamgobilitas Warga
Negara Asing (WNA), dan Warga Negara Indonesia (WNI

4. KTP dan KK merupakan kartu identitas diri bagi psshuk yang sudah
menjadi Warga Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nala@un 2001
Tanggal 09 Juni 2001 tentang Penyelenggaraan Raraa Penduduk Pasal 10
menjelaskan bahwa :

1. Setiap penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) takauwn pernah kawin wajib

memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)



2. Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) Kartu TaRrdaduduk (KTP)
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku selama 3 (tigjayn.
4. Khusus penduduk Warga Negara Indonesia yang tetmbsia 60 (enam
puluh) tahun diberikan Kartu Tanda Penduduk yamtake seumur hidup.
Adapun tata cara pengurusan KTP menurut perdaslisatbagai berikut:
1. Kartu Keluarga (KK)
2. Permohonan dari desa (KP.1)
3. Pas foto 2x3, 3 lembar
4. Melampirkan foto copy ijazah bagi yang belum kawin
5. Melampirkan foto copy surat nikah bagi yang sudiaam
6. Bagi pendatang baru dari daerah lain melampirkaat @indah dari desa asal
yang bersangkutan.
Peraturan Daerah Kuantan Singingi No.10 Tahun 3004 menjelaskan
tentang biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk (K/aRry :
1. Biaya Penerbitan KTP Warga Negara Indonesia (WNILB.000
2. Biaya Penerbitan KTP Warga Negara Asing (WNA) R®Q6
3. Blanko KTP Rp 1.500
Secara umum, berdasarkan bentuk-bentuk dokumen y&rgh
dikemukakan di atas, maka yang memiliki frekuensobititas tinggi untuk
kepentingan publik adalah kartu tanda penduduk (K& kartu keluarga (KK).
Namun secara khusus fungsi KTP adalah sebagabakdit diri yang sah

menurut hukum untuk menunjukkan domisili atau tetripaygal seseorang disalah



satu Wilayah Negara Republik Indonesia. Kartu tapdaduduk juga merupakan
kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk.

Kemudian dalam memenuhi berbagai kelengkapan asimgsi dalam
kehidupan bermasyarakat, kelembagaan atau birolees$a bisnis dalam aspek
ekonomi dan aspek hukum, KTP sangat dipergunakbagse alat informasi dan
komunikasi terhadap identitas diri seseorang.

Karena pentingnya KTP dalam suatu negara maka i&ermusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia menetapkan kebijakannddatetapan MPR Nomor VI/
MPR/ 2002 yang berbunyi : Menciptakan sistem pealgemggal atau nomor induk
tunggal kependudukan bagi seluruh penduduk Indardgesn demi tercapainya tertib
administrasi kependudukan.

Oleh sebab itu pembuatan KTP sangatlah pentingedah ada aturan yang
telah ditetapkan oleh pemerintah tentang keterl&mmb@embuatan KTP maupun
perpanjangan KTP.

Dari beberapa data yang didapat dari kantor keamétuman yang
dijadikan salah satu pengambilan informasi bahwarkenbatan dalam penerbitan
KTP penduduk sering bersal dari Kantor Kecamataatel8h diteliti dalam
pelaksanaan tugas pegawai yang ada di Kantor Cleat@matan Inuman memiliki
beberapa gejala yang diantaranya adalah lambatgandpencetakan blanko KTP,
terjadinya kekurangan persyaratan masyarakat yangs ldipenuhi pemohon seperti

kurangnya pasphoto dan identitas yang tidak lengklg tersebut menjadi dasar



permasalahan pelaksanaan tugas pegawai dalam panedTP di Kantor
Kecamatan Inuman.

Pelayanan dalam penerbitan KTP juga dapat dilibat gelaksanaan tugas
pegawai pada kantor camat yang merupakan temgédthiekepengurusan KTP dan
tempat penerbitan KTP tersebut, dapat dilihat jdaniah pegawai di kecamatan yang
melaksanakan tugas pada tabel berikut :

Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Kecamatan Inuman Kabup&n Kuantan Singingi

No Bagaian Jabatan Jumlah

1 Camat 1

2 | Sekretaris Camat 1

3 | Seksi Pemerintahan 6

4 | Seksi Pemberdayaan Masyarakat

5 | Seksi Ketentraman dan Ketertiban 4

6 Kepala Sub Bagian 9
Jumlah 25

Sumber : Kantor Camat |numan Kabupaten Kuantan Sngingi

Dari jumlah pegawai di Kecamatan Inuman dapat dkat cukup banyak
dan seharusnya mampu untuk melaksanakan tugas @adapga keterlambatan atau
ketertundaan. Disamping itu dapat dilihat pegaveaigymelaksanakan tugas dalam
penerbitan KTP di Kecamatan Inuman bahwa volumeenp@én yang diberikan
kurang dapat terlaksana sesuai dengan ketetapjan dtengan kata lain penyelesaian
KTP tersebut dinilai pada kelalaian pegawai dalanemeriksa kelengkapan
persyaratan masyarakat, sehingga identitas yangiatipmada KTP sering tidak

singkron dengan data sebenarnya serta dalam me&dsa tugas seluruh



pekerjaan,serta pegawai kurang dapat menyelestik@s yang diembannya sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan.

Dari permasalahan yang terdapat pada kantor CHewmatan Inuman,
maka pada kesempatan ini penulis tertarik untuk badgrasnya dengan melakukan
penelitian dalam bentuk skripsi dengan judulAndlisis Pelayanan Publik Pada
Kantor Camat Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Sirgingi (Studi Kasus
Pada Penerbitan Kartu Tanda Penduduk).”

[.2. Perumusan Masalah

Perbaikan pelayanan sektor publik jelas merupakabutkhan yang
mendesak, bahwa dalam rangka reformasi administeggara, perbaikan pelayanan
kepada publik merupakan kunci keberhasilannya. yBebn publik bertujuan
memperdayakan masyarakat, bukan memperdayakamggahakan menumbuhkan
kepercayaan publik atau masyarakat kepada pemeamga. Adapun kepercayaan
adalah awal atau modal dan partisipasi masyardikddm program-program
pembangunan.

Proses pencapai tujuan pada organisasi, salah usstha yang sangat
berperan yaitu adanya pelakasanaan tugas dari difapegawai setelah pegawai
diberi tugas yang sesuai dengan kemampuannya, gsetikenal denganjob
diskriftion and job pleace (Penempatan kerja dengan penempatan tempat kerja).

Sehingga dengan memiliki kemampuan dalam melaksanatugas yang
sesuai dengan penempatannya, pelaksanaan tugasapega@an berjalan dengan

prosedur, kualitas dan kuantitas yang lebih ban@déh sebab itu pelaksanaan tugas



yang efektif dan efisien akan memberikan kontriblssar dalam pelayanan dan
pencapaian tujuan organisasi.
Pelaksanaan pelayanan penerbitan KTP pada kantoatClmuman terdapat
beberapa permasalahannya :
1. Lambatnya dalam proses pencetakan blanko KTP, tsepeting terjadi
kekosongan blanko KTP.
2. Kurangnya persyaratan KTP yang harus dipenuhi makga seperti
kurangnya pasphoto dan identitas lengkap.
3. Kurang disiplinnya pegawai dalam melaksanakan {usggserti pegawai tidak
berada ditempat saat pengurusan KTP.

Melihat permasalahan yang ada di Kantor Camat Kat@m Inuman
Kabupaten Kuantan Singingi ditinjau dari pelaksanpalayanan penerbitan KTP,
Dapatlah dirumuskan permasalahan penelitian sebaghut :

“Apakah Pelayanan Publik pada Kantor Camat Kecamatan Inuman Kabupaten
Kuantan Singingi (Studi Kasus Pada Penerbitan KartuTanda Penduduk) sudah
berjalan dengan baik berdasarkan PERDA Kuantan Singngi No 10 Tahun 2001

Tanggal 09 Juni 2001?".



1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisisaymbhan publik dalam
penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di Kecamataman Kabupaten Kuantan
Singingi.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara akademik, yaitu untuk menambah ilmu pengataljpada umumnya
dan Ilmu Administrasi pada khususnya dalam bidangmifistrasi
Pembangunan.

2. Secara praktis, yaitu sebagai sumbangan pemikian lthhan masukan
kepada pihak yang berkepentingan agar dalam melakaa pembangunan
dapat berjalan dengan efekitif.

3. Secara akademis, yaitu sebagai bahan tambahammadbrbagi peneliti

selanjutnya dalam meneliti masalah yang sama.

I.5 Sistematika Penulisan
Dalam penulisan penelitian ini penulis memenuhigligan ini kedalam
enam bab dengan sistematika penulisan sebagauberik
BAB | : PENDAHULUAN
Bab ini membahas atau mengemukakan hal-hal mendatei
belakang, perumusan masalah, tujuan penelitiangatupenelitian

dan sistematika penulisan.



BAB I . TELAAH PUSTAKA
Bab ini membahas berbagai teori-teori yang berhghn dengan
penelitian ini, definisi konsep, defenisi operasilotan hipotesis.

BAB llI : METODE PENELITIAN
Pada bab ini diuraikan mengenai metode penelitiarupa tipe
penelitian,lokasi penelitian, populasi dan sampdajs dan sumber
data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa da

BAB IV : GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT INUMAN
Pada bab ini diuraikan tentang sejarah Kecamdtauman,
Topografi, Kewenangan serta tugas pokok, dan fuogsiat serta
struktur organisasi Camat Inuman Kabupaten KuaBitagingi.

BAB V - HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Isi dari bab ini membahas hasil dari penetiliantaeg pelayanan
publik di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Sgigin

BAB VI : PENUTUP
Pada bab ini, akan menguraikan kesimpulan, dai panelitian

yang ditrmukan, dan kemudian memberi saran-saran.



BAB 11
TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan pada dasarnya adalah kegitan yang didamvaleh organisasi
atau perorangan kepada konsumen (customer/yangani)a yang bersifat tidak
berwujud dan tidak dapat dimiliki. Hal ini sesu@ndian apa yang disampaikan oleh
Norman dalam buku Sutopo, Suryanto (2003:8) mengemrakteristik pelayanan,
yakni sebagai berikut :

a. Pelayanan bersifat tidak bisa dirabah, pelayanagaseberlawanan sifatnya
dengan barang jadi.

b. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakaratamydan merupakan
pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial.

c. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapasalikan secara nyata,
karena pada umumnya kejadiannya bersamaan daditdrjaempat yang
sama.

Menurut Suryanto (2003:9) bahwa pelayanan merupaisatha apa saja
yang mempertinggi kepuasan pelanggan.

Menurut keputusan MENPAN (Menteri Negara Pendagago Aparatur
Negara) Nomor 81 tahun 1993 yang dimaksud pelayamam (publik) dalah segala
bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh isistaemerintah pusat dan
daerah, dilingkungan BUMN (Badan Usaha Milik Negatan BUMD (Badan Usaha

Milik Daerah) dalam bentuk barang dan jasa, baikardarangka pemenuhan

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksakei®ntuan peraturan



perundang-undangan. Dengan demikian pelayanan giaigikan oleh pemerintah
dapat berupa fisik, non fisik maupun administratif.

Sedangkan Moenir (1998 : 27) mengemukakan bahwakiaalpelayanan
adalah serangkaian kegiatan, karena itu dikataldoagai suatu proses. Artinya
pelayanan tersebut berlangsung secara rutin déedieambungan, meliputi seluruh
kehidupan orang dalam masyarakat.

Abdulrahman (1995 : 28), pelayanan publik merupasaaiu aspek untuk
menjaga hubungan antara aparatur pemerintah dengsyarakat sebagai pengguna
jasa. Pengertian publik menurut Abdulrahman adadekelompok orang yang
mempengruhi dan memberikan perhatian pada suatyahgl sama, dan mempunyai
minat dan kepentingan yang sama.

Pelaksanaan pelayanan dapat diukur dari standadbEm hal waktu yang
diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standanajmen dapat
merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan menggvegiatan pelayanan
agara hasil akhir memuaskan pada pihak-pihak yamegdapatkan pelayanan.
Landasan kesediaan orang-orang berbuat memenuminpgan orang lain adalah
adanya faktor ideal yaitu rasa kasih sayang, toloegolong dan keinginan berbuat
baik.

Wahyudi Kumorotomo (2001 : 135) mengatakan bahwé&aukgeriu
pelayanan yang sudah tidak terjangkau lagi oléhggaring birokrasi pemerintahan

dapat diserahkan kepada pihak-pihak swasta. Demhgaikian akan tercipta suasana



persaingan yang sehat bagi organisasi-organisésygran publik, dan masyarakat
akan dapat memperoleh kualitas pelayanan yang maksi

Eko Prasojo (2005 : 76) dalam JIANA (Jurnal limurAidistrasi Negara)
mengatakan kualitas pelayanan publik adalah futgsiberbagai faktor yang saling
mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut dapat dikkesikan ke dalam tiga level
yaitu: level kebijakan, level konstitusional, davel operasional. Ketiga faktor di
atas saling berkaitan antara satu dengan yangykimmustahil akan berjalan dengan
baik jika salah satu diantaranya tidak disertakalard memaksimalkan pelayanan
publik. Namun demikian hal yang harus diperhatilatalah bagaimana seorang
birokrator tidak terlepas dari koridur atau atur&@®ndekatan untuk menciptakan
pelayanan publik yang baik dapat dilakukan meldla pilar yaitu pilar hukum dan
sanksi dan pilar reformasi birokrasi. Pilar hukuerkait dengan dinamika perilaku
KKN, kompleksitas permasalahan korupsi dalam pelagapublik merupakan
lingkaran setan yang sangat dipengaruhi faktor yaddaktor individu, faktor
organisasi dan faktor kelembagaan.

Dalam perspektif Islam telah dijelaskan bahwa tugasrang birokrator
khususnya sebagai pelayanan publik dilarang urdlikgsmenyogok dan orang yang
disogok, karena keduanya disisi Allah SWT sama-samendapat laknat ini

dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Bagarah 188:

27BN O] BX-MADEHAG0he & 22 Ju
TR IO M @ NS 27280 O ¢
7] =kne) Lo AV R<B B0 30> ~¢0

s rCOORYO = B -UDHOE-14I0 1@ Q> OZ€¢SEa I



L O O w@a YO SANEOL SIS
¢)ACORHY D v COPhEer 00 Fhobé“a o N
&R H

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakamtdaebahagian
yang lain di antara kamu dengan jalan yang batlhdjanganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapatnakan sebahagian daripada
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuatpsd, padahal kamu
mengetahui”.(Al-Bagarah,188)

Pelayanan dapat berjalan dengan baik jika adanyar@yea faktor pendukung,
adapun faktor-faktor pendukung tersebut yang dikexkan (Moenir, 2006 : 88)
adalah sebagai berikut :

1. Faktor Kesadaran

Kesadaran adalah suatu proses berfikir melalui deetaenungan,
pertimbangan dan perbandingan, sehingga menghasilkayakinan,

ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalamyp sebagai pangkal
tolak untuk perbuatan dan tindakan yang akan didakikemudian. Adanya
kesadaran dapat membawa seseorang kepada keikldasakesungguhan
dalam menjalankan atau melaksanakan suatu kehem@ddendak dalam
lingkungan organisasi kerja tertuang dalam beniglg, baik tertulis maupun
tidak tertulis, mengikat semua orang dalam organigarja. Karena itu

dengan adanya kesadaran pada pegawai atau petliigggpakan mereka

melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, kaswaggdan disiplin.

2. Faktor Aturan



Dalam organisasi kerja aturan dibuat oleh manajesebagai pihak yang
berwenang mengatur segala sesuatu yang ada diisagiakerja tersebut.
Oleh karena itu setiap aturan pada akhirnya merkydangngsung ataupun
tidak langsung kepada orang, maka masalah manusida ssifat
kemanusiaanya harus menjadi pertimbangan umumin®arigan pertama
manusia sebagai subyek aturan ditujukan kepadaahatang penting salah
satunya adalah kewenangan.

Kewenangan merupakan pembuat aturan haruslah rkerkéwenangan
untuk itu. Kewenangan erat hubungannya dengan aafugtu peraturan atau
tindakan yang diambil, termasuk pembuatan aturamgyakan mengikat
berbagai pihak. Aturan yang dibuat oleh orang yahek berwenang adalah
tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

. Faktor Disiplin

Disiplin adalah salah satu bentuk ketaatan terhaamtapan, baik tertulis
maupun tidak tertulis yang telah ditetapkan. Meh@ardon S.Watkins dkk
dalam buku Moenir (2006:94) disiplin adalah pengartyang utuh suatu
kondisi atau sikap yang ada pada semua anggotaisagayang tunduk dan
taat pada aturan organisasi. Salah satu syaratlagat ditumbuhkan disiplin
dalam lingkungan kerja ialah adanya pembagian pekelyang tuntas sampai
kepada pegawai atau petugas yang paling bawamggghsetiap orang tahu

dengan sadar apa tugasnya, bagaimana melakukakagan pekerjaan



dimulai dan kapan selesai, seperti apa hasil kesjag disyaratkan, dan
kepada siapa ia mempertangung jawabkan hasil jpakeitu.

. Faktor Organisasi

Sasaran pelayanan ditujukan secara khusus kepausimgang mempunyai
watak dan kehendak multi kompleks. Dimana perwujudeganisasi lebih

banyak pada pengaturan dan mekanisme kerjanya Vangs mampu

menghasilkan pelayanan yang memadai. Organisasig®n yang dimaksud
disini ialah mengorganisir fungsi pelayanan baikada bentuk struktur

maupun mekanismenya yang akan berperan dalam nmartukdlancaran

pelayanan. Dimana sarana pendukung mekanisme #iglgdam organisasi

tersebut ialah sistem dan metode yang berfungsigsehiata cara atau kerja
agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengear ldan berhasil dengan
baik.

. Faktor Kemampuan-K etrampilan.

Kemampuan dengan sendirinya juga kata sifat/keaglaag ditujukan pada
sifat atau keadaan seseorang yang dapat melaksahajas/pekerjaan atas
dasar ketentuan-ketentuan yang ada. Ketrampila@h iakemampuan

melaksanakan tugas/pekerjaan dengan menggunakagotangadan dan
peralatan kerja yang tersedia. Dapat dijelaskarwhaketrampilan lebih

banyak menggunakan unsur anggota badan daripadalaims unsur tersebut

adalah otot, saraf, perasaan dan pikiran.



Pelayanan prima merupakan terjemahan eecellent servicggang artinya
pelayanan terbaik. Pelayanan prima sebagai straddgiah suatu pendekatan
organisasi total yang menjadi kualitas pelayanargyditerima pengguna jasa sebagai
penggerak utama pencapaian tujuan organisasi. p&tiyanan prima berorientasi
pada kepuasan pengguna layanan. Penanganan pelagmaaa profesional menjadi
kunci keberhasilan, oleh sebab itu perlu SDM (Sunila/a Manusia) yang memiliki
kompetensi yang relevan dengan bidang-bidang laygaiag dikelola.

Pelayanan yang baik sangat didambakan masyarakagaepihak yang
memperoleh pelayanan. Pelayanan yang memberikataskegmudahan pada segala
aspek yaitu : Moenir (2006:41).

1. Kemudahan dalam pengurusan kepentingan.
2. Mendapatkan palayanan yang wajar.

3. Mendapatkan pelayanan tanpa pilih kasih.

4. Mendapatkan perlakuan jujur dan terus terang.

Keempat hal tersebut menjadi dambaan setiap oramg lyerurusan dengan
badan atau instansi yang bertugas melayani mastargkabila hal ini dipenuhi oleh
pihak tersebut maka masyarakat akan merasa pubadégr pelayanan yang
diberikan.

Saranan pelayanan ialah segala jenis peralatatengkapan kerja dan
fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utamahmntu dalam pelaksanaan

pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangkzeitingan orang-orang yang



sedang berhubungan dengan organisasi pekerjaanFutugsi sarana pelayanan
tersebut antara lain :

a. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehitaggd menghemat
waktu.

Meningkatkan produktifitas, baik barang atau jasa.

Kualitas produk yang lebih baik/terjamin.

Ketetapan susunan dan stabilitas ukuran terjamin.

Lebih mudah/sederhana dalam gerak para pelakunya.

Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yargpentingan.
Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang Yyankepdssttingan
sehingga dapat mengurangi emosional mereka.

@mpoosT

Oleh karena itu peranan sarana pelayanan sang@gselain juga unsur
manusia juga penting.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas adalabregg banyak
pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dgrtitap pegawai, kelancaran suatu
tugas atau pekerjaan pada suatu organisasi sepatadan baik harus memperhatikan
hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan berjalan dengan lancar
2. tidak terjadinya penundaan
3. pekerjaan diselesaikan tepat pada waktunya.

Pelayanan terhadap masyarakat adalah kegiatandikykan seseorang
untuk mengamalkan dan mengabdi diri pada masyardkéam pelaksanaan tugas
tersebut perlu adanya suatu pengawasan dari sem@majer atau pemimpin.

Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dfpegkan adalah
berupa suatu jasa, dalam menciptakan suatu kedjatapa jasa tersebut dipengaruhi

oleh faktor-faktor seperti tenaga kerja, saranamatan keahlian ataskill.



2.2 Pengertian Kecamatan

Penyelenggara pemerintah daerah adalah pemeri@@tald dan DPRD.
Pemerintah daerah dalam menyelnggarakan pemenmmtahanggunakan asas
desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam penyelengggaraan pemerintah, pemerintah dergedoman pada Asas
Penyelenggaraan Negara, yang didalam Hukum AdmasistNegara dikenal
dengan”Asas-asas umum pemerintahan yang layaka Bsal 20 UU No.32 Tahun
2004 bahwa Asas Umum Penyelenggaraan Negara yguikdn sebagai pedoman
dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapatik&imsebagai berikut :

Asas kepastian hukum

Asas tertib penyelenggaraan negara

Asas kepentingan hukum asas keterbukaan
Asas keterbukaan

Asas proporsionalitas

Asas profesionalitas

Asas akuntabilitas

Asas efisiensi
Asas efektivitas

CoNoOR~WDNDE

Hal ini sekarang lebih dikenal dengan sebut@odd Governance(tata
pemerintah yang baik). Dalam menyelenggarakan ftfoggsi pemerintahan,
terutama dalam penyelenggaraan otonomi, daerakalilikengan hak dan kewajiban
tertentu.

Hak-hak daerah tersebut antara lain :

Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintafan
Memilih pemimpin daerah

Mengelolah aparatur daerah

Mengelolah kekayaan daerah
Memungut pajak daerah dan retribusi daerah

A S



Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber diya dan sumber daya
lainnya yang berada didaerah.

Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah

Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peratpeanndang-undangan.

Disamping hak-hak tersebut diatas, daerah jugabditidbeberapa kewajiban, yaitu :

1.

©CoNoOR~WDN

Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesataiarkerukunan nasional,
serta keutuhan Negara Keastuan Republik Indonesia.

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Mengembangkan kehidupan demokrasi.

Mewujudkan keadilan dan pemerataan.

Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.

Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.

Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umumgylayak.

Mengembangkan sistem jaminan sosial.

Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.

10 Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.

11. Melestariakan lingkungan hidup

12.Mengelolakan administrasi kependudukan.

13. Melestarikan nilai sosial budaya.

14.Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-uadasgsuai dengan

kewenangannya.

15.Kewajiban lainnya yang diatur dalam perundang-ugdan

Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kotanmpemsuatu wilayah

kerja yang dapat disebut Kecamatan, disamping amat juga menyelenggarakan

urusan pemerintah yang meliputi : (Abdullah, RqZ20005:47).

Al A

No

Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentramaketartiban umum.
Mengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturandasng-undangan .
Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dantéesspelayanan umum.
Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintatdi tingkat
kecamatan.

Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dak&taahan.
Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadg risagkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh petakriesa atau kelurahan.



Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu oleh gksakecamatan dan
bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dan pedeatgecamatan be$rtanggung
jawab kepada camat. Ketentuan-ketentuan tersebattasdiditetapkan dengan
peraturan Bupati/Walikota, dengan berpedoman padeepntah.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkanndadaatu organisasi,
manajemen merupakan salah satu alat dalam pengdpgaian tersebut. Manajemen
yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan pkassa(organisasi), karyawan,
pegawai dan masyarakat. Dan dengan manajemen dagadgn hasil guna, unsur-
unsur manajemen akan dapat ditingkatkan.

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses nfaatan Sumber
Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya seckalifedan efesien untuk
mencapai tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri daam unsur yaituMan, Money,
Method, Meterial, Machine,MarkéHasibuan,2001:2).

Lebih rinci G.R.Terry (dalam Hasibuan, 2001 : 3)pemdapat fungsi dari
manajemen tersebut bahwa fungsi fundamental maeajeitu adalahPlanning
(Perencanaan)Qrganizing (Organisasi),Actuating (Penggerakan), da@ontroling
(Pengawasan).

2.3 Pengertian Karyawan dan Pegawai

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalamsetrganisasi menjadi
perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujugenaasi. Tujuan tidak mungkin
terwujud tanpa peran aktif karyawan atau pegawaskipan alat yang digunakan

begitu canggihnya (Hasibuan, 2001:10).



Dalam rangka usaha untuk pencapaian tujuan nasidipariukan adanya
seorang pegawai sebagai Aparatur Negara, Abdi ldedan Abadi Masyarakat yang
penuh kesetiaan dan kataatan kepada Pancasilag}hshatang Dasar 1945, Negara
dan Pemerintahan serta yang bersatu padu,berntbaiitaberwibawa, berdaya guna,
berhasil guna, bersih, bermutu tinggi dan sadan @kaggung jawabnya untuk
menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembanghiféah(Thoha, 2005:42).

Karyawan adalah mereka yang bekerja pada suatunbadaha atau
perusahaan, baik swasta maupun pemerintah danikdibbeimbalan kerja sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaild, lang bersifat harian,
mingguan,maupun bulanan yang biasanya imbalan bigrsdiberikan secara
mingguan (Sastrohadiwiryo, 2005:27).

Karyawan adalah penjual jasa (pikiran dan tenagamgn mendapat
kompesasi yang besarnya telah ditetapkan terledtinld. Mereka wajib dan terikat
untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan danaierhemperoleh kompensasi
sesuai dengan perjanjian (Hasibuan,2001 : 12).

Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syangtditentukan dalam
perundang-undangan yang berlaku, diangkat olehbgejgang berwenang dan
diserahi tugas jabatan negeri atau tugas negarpdrstapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan digaji menurut peraturamgang-undangan yang berlaku
(Sastrohadiwiryo,2005:27).

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwawsegatau karyawan

merupakan ujung tombak perusahaan dalam melaksartagas sehari-hari. Maka



seorang pegawai atau karyawan yang merupakan gepmjaksanaan pelayanan
harus cepat dan tanggap serta mengerti dan ahihdailangnya masing-masing. Hal
ini perlu sekali, karena tanpa adanya keahlian pangertian akan tugas yang
diembannya maka seorang pegawai tidak akan bisaksalakan tugasnya dengan
baik.

Dan dapat juga dilihat bahwa kebutuhan manusia pad@an suatu
keinginan tertentu bagi pagawai. Adapun keinginatu idikemukakan
(Moekijat,2002:62). Adalah :

Kondisi kerja yang baik.

Perasaan “dalam”terhadap sesuatu.

Disiplin yang bijaksana.

Penghargaan penuh untuk pekerjaan yang dilakukan.
Kesetiaan manajemen terhadap para pekerja (Pegawai)
Upah-upah yang baik.

Pengertian yang simpatik terhadap masalah-masalzddp
Keamanan pekerjaan.

Pekerjaan yang menarik.
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Selanjutnya setiap pekerjaan dikatakan efektif éggiencapaian sasaran
yang telah ditetapkan suatu organisasi dapat diicdgngan standar ( batas waktu
yang telah di tantukan dan sesuai dengan tugas g@aigsanakan ) dan hasilnya
secara obyektif dan faktual. Usaha untuk menentukaman efektif dalam suatu
pekerjaan ini amatlah sulit, karena sering kaligogan itu begitu kompleks sehingga
sulit ada ukuran yang pasti.

Untuk mentukan jumlah personalia yang dibutuhkanaragdapat
menyelesaikan suatu pekerjaan, memerlukan konsasameban kerja dan analisa

pegawai. Analisa beban kerja bertujuan untuk mehkata beberapa jumlah



personalia yang dibutuhkan untuk menyelesaikanuspakerjaan dan beberapa
jumlah tanggung jawab atau beban yang tepat dilkgna kepada seorang petugas.
(Komaruddin, 1999 : 90)

2.4 Defins Konsep

Adapun definisi konsep yang diajukan sehubungagalepenelitian ini adalah :

1. Pelayanan adalah proses membantu orang lain deceyaaicara tertentu
dimana sensitivitas dan kemampuan interpersonalutuliian untuk
menciptakan kepuasan dan loyalitas yang ditentukéeh keakraban,
kehangatan, penghargaan, kedermawanan, dan kejuyjang dilakukan oleh
penyedia jasa.

2. Pelayanan umum (publik) adalah segala bentuk pefeyaumum yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat darrakdaedilingkungan
BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan jasa,baik dalamgka pemenuhan
kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksakatentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan tugas adalah jumlah pekerjaan yangt ddipapai dan
diharapakan dari tiap-tiap pegawai dalam melayamsyarakat dalam
penerbitan KTP.

4. Tugas adalah suatu pekerjaan yang diberikan obdaatkepada bawahannya
mempertanggung jawabkannya kembali kepada atatam generbitan KTP.

5. Faktor organisasi yaitu Kuantitas pelaksanaan tagatah volume pekerjaan

berupa jumlah KTP yang dikerjakan oleh masing-ntagiegawai pada



Kantor Camat Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantagirgjnsesuai dengan
tugas dan tanggung jawab.

. Faktor kemampuan dan keterampilan yaitu kualitdakganaan tugas adalah
hasil kerja berupa ketepatan kerja dan ketelitiamjak pegawai dalam

melaksanakan tugasnya seperti sempurnanya kelesmgkdgta masyarakat
dan identitas yang jelas untuk dimuat pada blanKd® Klan memelihara

tingkat keberhasilan dalam melaksanakan selurulerfzgn yang dilakukan

oleh setiap pegawai bagian yang ada pada KantoaCletamatan Inuman
Kabupaten Kuantan Singingi Faktor kesadaran yaimlgh waktu yang

digunakan pegawai dalam menyelesaikan tugas padsughya dalam

pelayanan penerbitan KTP.

. Faktor aturan yaitu pelimpahan wewenang pimpinan atasan yang dalam
hal ini adalah Camat dan bagian yang ada pada k&@atmat Inuman untuk

memberikan tugas dan tanggung jawab kepada bawgdamasing-masing.

. Faktor Disiplin yaitu absensi pegawai adalah akisgmsg harus diisi oleh

pegawai diwaktu datang dan pulang sehingga daremaldapat terlihat

pegawai yang datang telat maupun yang pulang cepat.

2.5 Variabel Penditian

Yang menjadi konsep operasional dalam penelitiaadalah : Variabel (1)

(Indenpenden Variabel) alat ukur pelaksanaan tpggawai dalam penerbitan KTP.

Suatu tugas dikatakan baik apabila pegawai memelgdoman atau alat ukur

pelaksanaan tugas yang baik, jika alat ukur pefeara tugas dapat dilaksanakan



dengan baik maka pelaksanaan tugas pegawai akmtahedengan baik khususnya
dalam penerbitan KTP. Adapun indikatornya adalah :

a. Faktor Organisasi yaitu Kuantitas pelaksanaan tegasang pegawai,
pegawai harus dapat menyelesaikan 30 atau lebkabéfTP dalam
waktu 5 hari kerja.

b. Faktor Kemampuan dan Keterampilan yaitu Kualitataksanaan
tugas seorang pegawai, pegawai harus teliti dakmepksaan berkas
dan data identitas masyarakat dalam pelaksanaaouagam KTP.

c. Faktor Kesadaran yaitu waktu pelaksanaan tugasawsegharus
menyelesaikan tugasnya tepat pada waktu yangdekthpkan.

d. Faktor Aturan vyaitu jabatan pelaksanaan tugas yp#limpahan
wewenang camat kepada sekretaris camat dalam penagedn KTP.

e. Faktor Kedesiplinan yaitu absensi pegawai, dimaegawai harus
mengisi absen pada jam masuk kantor dan jam pkamigr.

2.6 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : “Faktor amigasi, faktor
kemampuan, faktor keterampilan, faktor kesadarakiof aturan, faktor disiplin
mempengaruhi pelayanan publik dalam penerbitan Ki¥dela Kantor Camat

Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.”



BAB I11
METODE PENELITIAN

3.1. Lokas dan Waktu Penelitian
Penelitian ini berlokas pada Kantor Camat Kecamatan Inuman Kabupaten
Kuantan Singingi dari bulan Januari sampai dengan Maret 2010.
3.2. Jenisdan Sumber Data
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :
1. Data Primer, yaitu data yang langsung diterima dari responden yang diperlukan
antaralain :
a. l[dentitas Responden
b. Pengalaman Kerja
c. Pelaksanaan Tugas Pegawai Daam Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Pada Kantor Camat Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.
d. Hambatan dalam pel aksanaan tugas
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen, data statistik
dan sebagainya antaralain :
a. Keadaan topografi dan penduduk
b. Keadaan sosial ekonomi masyarakat
c. Tingkat pendidikan masyarakat
d. Keadaan saranan dan prasarana

e. Tugas dan fungs pemerintahan kecamatan



f. Struktur Organisasi pemerintahan kecamatan
3.3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini penulis mengambil Metode Sensus (pengambilan
sampel dari keseluruhan populasi) dan tidak menjadi responden utama dalam
penelitian ini cukup sebagai key informan. Dari masyarakat diambil responden
dengan menggunakan Metode Accidental Sampling dimana sampel diambil secara
kebutulan dengan melihat langsung tempat penelitian dan mewawancarai orang-orang
yang kebetulan sedang mengurus KTP, dan orang-orang inilah yang akan menilai
pelayanan yang akan diberikan pegawai. Dan untuk ukuran sampe penulis
menggunakan rumus Sovin.

Rumus Slovin tersebut adalah sebagai berikut :

N
1+ Ne?

Keterangan n = Jumlah sampel
N = Besar Populasi
e = Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan
Dimana jumlah populasi sebesar 17.582 orang adalah jumlah penduduk
kecamatan Inuman tahun 2009 berdasarkan data kantor camat Inuman dengan nilai
kritis yang diinginkan 15%,maka didapatkan sampel sebesar :

N= 17.582
1+17.582(15%)°




Go_ 17582
1+17.582(0,15)

. 17.582
1+17.582(0,0225)

_ 17582
1+395,595

= 17.582
396,595

n = 44,33237
n=44
44 orang masyarakat inilah yang menilai pelayanan yang diberikan pegawai
pada Kantor Camat Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk |ebih jelasnya dapat

dilihat padatabel 111.1 dibawah ini :

Tabel 3.1. Jumlah Populass dan Sampe Penelitian Kecamatan Inuman
Kabupaten Kuantan Singingi
NO Tingkat Pendidikan Jumlah Per sentase (%)
1 |SD 9 20,45%
2 | SLTP 3 6,81%
3 |SLTA 29 65,90%
4 Perguruan Tinggi 3 6,81%
Jumlah 44 100%

Sumber : Kantor Kecamatan | numan, 2009

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Daam pelaksanaan penilitan ini digunakan beberapa pengumpulan data yaitu :
1. Wawancara, yaitu melakukan diaog / percakapan (tanya jawab) untuk

memperol eh data secara langsung dari responden.



2. Quesioner, yaitu untuk melengkapi data yang diperlukan, maka dibutuhkan
menyusun daftar pertanyaan beserta jawabannya yang diberikan kepada
responden sebagai sampel terpilih.

3. Observasi, yaitu mengamati secara langsung obyek yang diteliti, guna untuk
lebih mengetahui sgjauh mana pelaksana tugas pegawai dalam penerbitan
KTP, sehingga data yang di perlukan benar-benar dapat di pertanggung
jawabkan.

3.5. Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperlukan dalam Penelitian ini terkumpul, maka data
tersebut dikelompokkan. Kemudian data diandisa secara Deskriptif yaitu
menganalisa data yang terkumpul dengan cara menggambarkan secara utuh dan

nyata yang dituangkan dalam bentuk tabel dengan angka dan persentase.



BAB IV
GAMBARAN UMUM KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI

4.1. Sejarah Berdirinya Kecamatan Inuman
Kecamatan Inuman adalah hasil pemekaran dari Kaean@erenti dengan

SK. Gubernur Nomor : 402/VI111/99 tanggal 14 Agusti@99 tentang pembentukan
Kecamatan pembantu Inuman. Pada tahun 2002 dirasmikenjadi kecamatan
defenitif dengan SK. Nomor : SK.82.27/BKD/2002/&hggal 28 Juni 2002, yang
terdiri dari 11 desa defenitif yaitu :

1 Desa Pulau Panjang Hulu

2 Desa Pulau Panjang Hilir

3 Desa Bedeng Sikuran

4 Desa Banjar Nan Tigo

5 Desa Pasar Inuman

6 Desa Pulau Sipan

7 Desa Pulau Busuk

8 Desa Koto Inuman

9 Desa Sigaruntang

10 Desa Pulau Busuk Jaya

11 Desa Seberang Pulau Busuk

Sumber : Kantor Camat |numan 2010



Semenjak didirikan hingga sekarang Kecamatan Inisudah mengalami
beberapa kali pergantian pimpinan atau Camat. Adapma-nama yang pernah
menjadi Camat Inuman adalah Sebagai Berikut :

Tabel 4.1 Nama-Nama Camat yang Pernah Menjabat di &amatan Inuman
Kabupaten Kuantan Singingi

No | Nama/Nip Tahun

1 | Zulbahri Kasim, S.Sos April 2000 s.d Februari200

2 Raja Iskandar, S.Sos Februari 2002 s.d Juni 2003
3 | Yuhendra, S.Sos Juli 2003 s.d Juni 2005

4 | Erdiansyah, S.Sos Juni 2005 s.d Juni 2006

5 M. Refendi.Z, S.Sos Juni 2006 s.d Februari 2007

6 | Arlis, S.Sos Februari 2007 s.d Agustus 2004
7 Eprizon Marzuki, AP. M.Si Agustus 2008 s.d M&zéi0

8 Drs. Elfides Maret 2010 s.d sekarang

Sumber Data : Kantor Camat Inuman 2010

Dari tabel 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa Camag) pernah menjabat
di Kecamatan Inuman adalah berjumlah 8 orang. Sewmadcu berdiri Camat Inuman
adalah Zulbahri Kasim, S.Sos yang menjabat semexgak 2000 s.d Februari 2002.
Dilanjutkan oleh Raja Iskandar, S.Sos yang menjabmtk Februari 2002 s.d 2003.
Kemudian dilanjutkan oleh Yuhendra, S.Sos vyaitualsejuli 2003 s.d 2005,
Kemudian Yuhendra, S.Sos pindah tugas dan jabatamaC dipegang oleh
Erdiansyah, S.Sos yaitu sejak Juni 2005 s.d Judt.2Remudian M. Refendi, S.Sos
yaitu sejak Juni 2006 s.d Februari 2007. KemudiarRefendi, S.Sos pindah tugas

dan jabatan Camat dipegang oleh Agustus 2008 stdti810 Camat Inuman adalah



Efrizon Marzuki, AP, M.Si dan terakhir Camat Inumgipegang oleh Drs. Yulfides
sampai sekarang. Sejak berdiri sampai sekarangdnwmdah mengalami pergantian
Camat sebanyak 8 kali dan sudah mengalami perkegahatan kemajuan.
4.2. Luas Wilayah
Kecamatan Inuman merupakan salah satu kecamatag parada di

Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai jumlaidpduk 17.582 jiwa dengan
luas wilayah 453,01 Kmz2 dan terdiri dari 11 deskafiehan.
Batas-batas wilayah Kecamatan Inuman :

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuaititran H

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cerenti

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten métalyi dan

d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuaiiitadam Kabupaten

Pelalawan.



Tabel : 4.2. Luas Wilayah Dan Banyaknya LingkungariDusun/RW dan RT
Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Inuman

No | Desa/Kelurahan Luas Lingkungan/Dusun/RW | RT
(Km2)
1 Pulau Panjang Hulu 45.00 11
2 Pulau Panjang Hilir 55.00 12
3 | Bedeng Sikuran 45.00 8
4 Banjar Nan Tigo 56.00 10
5 Pasar Inuman 21.01 14
6 Pulau Sipan 40.00 12
7 | Pulau Busuk 22.00 12
8 Koto Inuman 24.00 12
9 | Sigaruntang 60.00 10
10 | Pulau Busuk Jaya 47.00 6
11 | Seberang Pulau Busuk 38.00 10
Total 453.01 117

Sumber ;: Kantor Camat |numan 2010

4.3. Topograpi

Topograpi Kecamatan Inuman merupkan tanah datar kabukit-bukit
dengan ketinggian sekitar 36 meter dari permukaah Uenis tanah yang ada di
Kecamatan Inuman pada lapisan atas berjenis Hitamb@r dan pada lapisan

bawahnya berwarna Kuning.



4.4. IKlim

Iklim di Kecamatan Inuman merupakan iklim tropisndan suhu udara
berkisar antara 19,5 derajat celcius sampai deBddh derajat celcius. Sedangkan
musim yang ada di kecamatan ini adalah musim hdganmusim kemarau, musim
hujan terjadi pada bulan September sampai dengdan bMaret dan musim
kemaraunya terjadi pada bulan April sampai dengganbAgustus.

4.5. Sungai

Sungai besar yang mengalir di Kecamatan Inumataladaungai Kuantan
yang merupakan aliran dari sungai yang ada di RsopSumatra Barat yang
bermuara ke Kabupaten Indragiri Hulu.

4.6. Jumlah Penganut Agama Dan Aliran Kepercayaan.

Agama adalah kepercayaan yang dianut oleh segpolmrdasarkan
kepercayaannya. Salah satu yang harus diyakini atengaik adalah bahwa
strukturisasi kehidupan seseorang tidak bisa digea dari sisi ilahiyah keagamaan
yang dianut sebagai wujud pengabdian diri pada pangipta dan rasa syukur atas
semua nikmat yang telah diberikan serta nuansa rikesiean yang dikenal dengan
kehidupan sosial. Jumlah agama dan kepercayaanrmeDasa/Keluruhan dapat

dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel : 4.3. Banyaknya Penduduk Penganut Agama DaAliran Kepercayaan
Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan inuman.

Agama )
_ _ Aliran
No Desa/Kelurahan Islam Kristen | Kristen | Kepercayaan
(orang) | Khatolik | Protestan (orang)
(orang) | (orang)
1 | Pulau Panjang Hulu 1,598
2 | Pulau Panjang Hilir 2,476
3 Bedeng Sikuran 989
4 Banjar Nan Tigo 1,152
5 Pasar Inuman 2,014
6 | Pulau Sipan 1,611
7 | Pulau Busuk 1,245
8 Koto Inuman 2,149 54
9 | Sigaruntang 916 17
10 | Pulau Busuk Jaya 1,174
11 | Seberang Pulau Busu 1,090
16,414 71

Sumber ;: Kantor Camat |numan 2010



STRUKTUR ORGANISASI TATA LAKSANA

KANTOR CAMAT INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

CAMAT
INUMAN
\ 4 A
SRS
JABATAN
NASIONAL
A\ 4 \ 4 \ 4
KASUBAG KASUBAG KASUBAG
PROGRAM UMUM KEUANGAN
\ 4 \ 4 \ 4
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALASEKSI
PEMERINTAHAN PMD TRANTIP

Sumber data ; Kantor Camat |numan 2010




Tugas dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pembantadaerah
menjelaskan bahwa pemerintahan Kecamatan adakth satlu organisasi pemerintah
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan @gmigpintahan kesatuan Republik
Indonesia, yang memiliki kedudukan yang strategéam artian merupakan ujung
tombak penyelenggaraan pemerintahan yang terdeltejad masyarakat. Dengan
demikian Pemerintahan Kecamatan diharapkan mamplayam, memenuhi
kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan surat keputusan Mentri Dalam Negeri &tcl2 Tahun 2004
menjelaskan bahwa Camat selaku penguasa tunggal imdderperan dan berfungsi
sebagai :

a. Administrator pemerintahan yang bertugas dan bggiamg jawab, camat
merupakan penyelenggaraan birokrasi seperti perbuaiP, IMB, SKGR
dan SITU.

b. Administrasi pembangunan bertugas dan bertangganghbj, camat berupa
upaya memelihara kebersihan lingkungan masyaragatyelenggaraan
perangkat desa sampai ke tingkat RT dan dusuna sedngupayakan
pengadaan sarana dan prasarana.

c. Administrator kemasyarakatan bertugas dan bertargggjawab dalam
memelihara ketertiban masyarakat dalam bidang keamaan kesehatan

berupa pengadaan Pos Kamling dan Posyandu.



Camat dalam melakukan tugas-tugas pemerintahan yvastn didasarkan
atas tugas dekosentrasi pemerintah yang dibebaokaim pemerintah daerah
Kabupaten/kota. Camat merupakan penguasa tunggdbyhh yan berkewajiban
untuk :

a. Melakukan koordinasi antara jawaban-jawaban vdrtik@upun horizontal di
wilayahnya.

b. Mengawasi, membimbing dan membina pemerintah deskyahnya menuju
desa swasembada dan desa pancasila.

c. Meningkatkan kesejahteraan, memelihara jalannya noeimerintahan dan
mengindahkan unsur perlindungan, bimbingan, penabindan pelayanan
kepada masyarakat.

d. Mengenai adat istiadat masyarakat umum, terutamienkemn dalam
masyarakat desa, dan mengatur dalam rumah tanggsemneiri dengan
mengingat dan mengetahui setiap perkembangan ditae.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa wewenang, tugas tdaggung jawab
Camat meliputi seluruh urusan pemerintah,urusannumoaupun urusan daerah
dalam ruang lingkup kecamatan, ditambah dengarsttuggms yang non pemerintah.
Semua tugas mempunyai satu sasaran, yaitu menkagk&traf hidup masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam hal ini penyelesaian administrasi, Camat jilbkan memelihara dan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :



1. Buku harian pada tiap-tiap akhir bulan kepada Bi\alikota Kepala
Daerah.

2. Laporan pokok berbagai macam pajak serta besaragg telah dipungut
dalam setiap bulan.

3. Laporan cacah jiwa seseorang dan perubahannya

4. Laporan cacah jiwa hewan dan perubahannya

5. Laporan mingguan harga-harga, rupa-rupa bahan pdisgtiap pasar yang
ada di Kecamatan.

6. Laporan perkara polisi

Camat mengirim laporan-laporan, baik khusus maupenkala (bulanan,
triwulan, tahunan) tentang situasi keamanan, gotlin ekonomi menurut contoh
yang diberikan atasan. Laporan khusus (pokok) nremgeerbagai macam pajak
serta besarnya yang telah dipungut dalam bulanrdapgang lalu, dan dibubuhi
denagn besar nya yang telah dipungut dalam bufsorda yang dilaporkan kepada
atasan.

Selanjutnya dapat dilihat kedudukan desa dalanersigtemerintahan di
Indonesia merupakan unit pemerintahan yang terewidahmerupakan kesatuan
dasar negara. Dalam hal ini desa :

a. Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rdamgganya menurut
adat istiadat setempat, peraturan negara dan artumn daerah yang

berlaku.



Desa wajib melaksanakan tugas yang diberikan odhepintah pusat dan

daerah.
c. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa grefep sumbangan
atau bantuan.
Uraian Tugas Pemerintahan Kecamatan Inuman Kahup#t@antan
Singingi :
1. Camat

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempungas pokok

melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpaldten Bupati untuk

menangani sebagian urusan otonom daerah.

Uraian tugas :

a.

b.

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentranham ketertiban
umum;

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peratyarundang-
undangan;

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dantéssdimum
Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan peraérint

Membina penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kalurah
Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadg firagkup tugas atau

yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dangaten



. Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meligesekretariatan,
program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan danisasi di Kecamatan
Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum tagas-tugas
pelimpahan kewenangan yang telah diberikan olefaBippada Camat
Membuat program Kkerja tahunan dengan mengacu paogram Kkerja
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Menjalankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuarsiagingi ditingkat
Kecamatan

Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan PenagrirKabupaten
Kuantan Singingi dalam bidang pembangunan di tingkaamatan

. Menetapkan prosedur pedoman teknis terhadap ketanpalaksanaan tugas
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

. Menyelenggarakan dan membina keamanan dan ketedih@ilayah kerja

. Melaksanakan pembinaan karir pegawai dilingkungzssakatan

. Memberikan saran dan pertimbangan kepada BupataluneSekretariat
Daerah dalam rangka pengambilan keputusan yangamgkyt tugas-tugas
umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

. Mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan tugasa pbawahan
dilingkungan Kecamatan

Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan

Mendisposisikan surat-surat kepada bawahan sesngad bidang dan tugas

masing-masing



Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi bukuilpi@m sebagai bahan
penilaian DP-3

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan olehaatas

Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Seksetang mempunyai

tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasintanberikan pelayanan

teknis administrasi kepada seluruh Organisasi HatabrKecamatan.

Uraian tugas :

a.

b.

Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisirgtasa

Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawa agar
pelaksanakan tugas berjalan lancer dan tertib;

Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyedeagg tugas-tugas
seksi secara terpadu dan tugas pelayanan adninistra

Melaksanakan pengelolaan administrasi umum;

Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;

Melaksanakan pengelolaan administrasi program;

Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dare&gagkapan kantor;
Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, arsigldieinmen lainnya;
Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan tggteng jawab atas

keamanan kantor;



Melasanakan pengawasan terhadap disiplin pegawedayh bersih, budaya
kerja dan budaya tertib;

. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan m&apen surat

perintah tugas bagi pegawai yang akan melaksanagadanan dinas;

. Melakukang monitoring dan evaluasi terhadap pelesaa tugas;

. Memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi inverkantor

. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasdang langkah-

langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yamige

. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, mareakan kegiatan dan
membuat laporan pelaksanaan tugas;

Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepadanasasaai hasil yang
telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksangas;

Menilai prestasi kejrja bawahan dengan membuattaratalalam buku

penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam penmbD&e8 bawahan;

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan olesaata

. Seksi Pemerintahan

(1) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok Melaksanakigas
dibidang Pemerintahan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (tBhada
a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disptassan;
b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawaagar

pelaksanaan tugas berjalan lancer dan tertib;



Memeriksa, mengecek, mengontrol, merencanakan tkegidan
membuat laporan pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengaaripgahan;
Membuat program kerja di bidang Pemerintahan dan
Kemasyarakatan

Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan estrasii
Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

Melakukan monitoring dalam penyelenggaraan penmlikepala
Desa

Menyelenggaraakn administrasi dibidang pertanahan;

Melakukan dan memfasilitasi terhadap penyelesaiarsetisinan
yang timbul antara pemerintah Desa dan BPD;

Memproses usul pemberhentian dan pengangkatan &dpesa
yang diajukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD);

Memproses usul pengangkatan Carateker Kepala Desw y
diusulkan oleh BPD;

Memproses usulan tentang pengangkatan dan Pembarhen
anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Pelantiaggota
BPD;

. Melakukan pembinaan terhadap tugas-tugas anggotdanBa
Perwakilan Desa (BPD);

Menyiapkan data Monografi Desa,;



0. Mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Kepala Bebalum
disyahkan oleh BPD;

p. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan pé&tyajog telah
ditetapkan;

g. Melaksanakan koordinasi tugas-tugas kepada Sekcam;

r. Melakukan dan memfasilitasi terhadap penyelesai@rsefisinan
yang timbul antara Pemerintahan Desa;

s. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasatant
langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentusmg
berlaku;

t. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepadanatesaai
hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawgetaksanaan
tugas;

u. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat aratdalam
buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalanbymessm DP-3
bawahan;

v. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oletaata

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyaastugokok
dibidang ketentraman dan Ketertiban Umum.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (lBhada

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisirgtasa



. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawaagar
pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib

Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, marei@n
kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas;

. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengamtrieenan
dan ketertiban umum;

. Membuat program kerja dibidang trantib;

Melakukan pembinaan terhadap perlindungan masyaraka

. Mengambil langkah-langkah kebijakan yang dianggaplup demi
terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat;

. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemikliegrada
Desa Pemilihan Anggota badan Perwakilan Desa (BPD);
Melakukan pengawasan dan pemantauan dalam pelaks&egiatan
pembebasan tanah;

Membantu Camat dalam pengawasan dan pemantauaaddprh
pengurusan maupun pelaksanaan setiap izin yandudikan, agar
sesuai dengan peraturan Daerah atau ketentuarbgaagu;
Melakukan kegiatan dan pemantauan terhadap pengegeanbg@otensi
dan kualitas Sumber Daya Alam;

Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan;

. Memproses rekomendasi terhadap penertiban izinasedengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku;



r.

Melakukan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasatang
langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketenyaaugy berlaku;
Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepadanatasaai hasil
yang telah dicapai sebagai pertanggung jawabakgsiaan tugas;
Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuatasatddlam buku
penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam penmbuBi@-3
bawahan;

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oletaata

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pdktdksanakan

tugas dibidang Pemberdayaan masyarakat.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (lBhada

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disptssan;

b.

Menerima petunjuk, membagi tugas dan membimbingabaw agar
pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib

Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, marei@n
kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengabekR#ayaan
masyarakat;

Membuat program kerja Pemberdayaan masyarakat;



Melakukan pembinaan usaha gotong royong masyaralat
melakukan penyuluhan dalam rangka menumbuhkan &esadian
tanggung jawab dalam pembangunan;

. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta
pengembangan asset desa dan kelurahan;

. Melaksanakan pembinaan pembangunan sarana danepagsa
Menyiapkan bahan penyusunan program dibidang pelapaan
masyarakat;

Melakukan pengawasan dan monitoring bantuan yargpridan
Pemerintah kepada Desa dan Kelurahan;

Melakukan usulan anggaran pembangunan Kecamatan;

Meneliti Usulan anggaran yang diajukan oleh DesaKigurahan;

. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa daur&l&hn

. Memeriksa hasil kerja bawahan;

. Menyiapkan bahan laporan dibidang pemberdayaanarast Desa
/ Kelurahan sebagai pertanggung jawaban kepadanatas

. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasaiang
langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketenyaaugy berlaku;

. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepadanaasaai hasil

yang telah dicapai sebagai pertanggung jawabakgsiaan tugas;



r. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuatacatddlam buku
penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam penmbuBi@-3
bawahan;

s. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleteata

6. Seksi Kesejahteraan Sosial
(1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokdakssmaan Tugas
dibidang Kesejahteraan Sosial,
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (lBhada

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisirgtasa

b. Menerima petunjuk, membagi tugas dan membimbingabaw agar
pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib

c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, mareia@n
kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengssjakieraan
sosial,

e. Membuat program kerja dibidang kesejahteraan sosial

f. Melaksanakan pembinaan terhadap kehidupan kerukbeeagama
dan antara umat beragama,;

g. Membina Kegiatan Badan Amil Zakat dan Lembaga Afaiat;

h. Membantu Pembinaan keluarga Berancana;

I. Melakukan kegiatan perayaan hari-hari besar Keagadan hari

besar Nasional;



Melakukan pembinaan generasi muda dan kewanitaan;
Melakukan pengawasan dan monitoring bantuan social;
Melakukan koordinasi dan pengendalian serta meralagiaksanaan
penanggulangan masalah bencana alam, wabah penyeakitilar
serta rawan pangan;

. Melakukan pembinaan masalah kenakalan remaja, |adwgymaan
narkoba dan masalah social,

. Melakukan pembinaan terhadap organisasi social,ansgsi
keagamaan,;

. Melakukan pembinaan terhadap kesejahteraan keluarga

. Meneliti dan melegalisasi surat keterangan ahliswgang diterbitkan
Kepala Desa dan Lurah;

. Memproses surat-surat keterangan miskin dan ticakpn;
Membantu pembinaan PKK;

Menyiapkan bahan laporan dibidang kesejahteraamlssebagai
pertanggungjawaban atasan;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasatang
langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketenyaaugy berlaku;

. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepadanaasaai hasil

yang telah dicapai sebagai pertanggung jawabakgsiaan tugas;



v. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuatacat#lam buku
penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam penmbuBi@-3
bawahan;

w. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleteata



BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk terselenggaranya tugas-tugas umum pemerimtaéia pembangunan
serta mewujudkan masyarakat yang adil dan maknperidkan adanya aparatur
pemerintah yang benar-benar berfungsi sebagaimasyarakat dalam memberikan
pelayanan yang optimal agar terciptanya tujuanmEmrintahan itu sendiri.

Kantor Camat Inuman Kabupaten Kuantan Singingi pekan salah satu
instansi pemerintah yang berfungsi memberikan pelay kepada masyarakat dalam
kaitannya terhadap pemenuhan kebutuhannya maupam dangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubudgagan hal itu maka
pemerintahan kecamatan Inuman Kabupaten Kuantagin§inharus memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang makga urusan pelayanan di
kantor camat tersebut.

Adapun bentuk pelayanan yang diharapkan oleh malsytyaitu adanya
transparansi dari pada pelayanan itu sendiri yaany mlitingkatkan lagi. Dalam hal
ini tentu saja berhubungan dengan kemampuan apgratonerintahan kecamatan
dalam melaksanakan proses pelayanan kepada maatyarak

Agar pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalagatebaik dan sesuai
dengan standar pelayanan publik yang ada dan jegaikuti peraturan perundang-
undangan yang ada maka setiap instansi yang dataelifan ini adalah instansi

pemerintahan kecamatan Inuman Kabupaten Kuantain8irharus membuat suatu



bentuk standar pelayanan publik tersebut yang nse@ara mendasar dalam
pelaksanaan pelayanan publik tersebut harus medanapada kejelasan prosedur,
waktu dan juga biaya dalam pelaksanaannya.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan respondeantemielaksanaan
pelayanan publik di Kantor Camat Inuman maka psnakan menguraikan secara
rinci sesuai dengan indikator dari pelayanan pwaikg ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penaliasa perlu untuk
menjelaskan identitas dan responden. Karena hdhpat mempengaruhi objektivitas

dan validitas data dan informasi yang diberikar oksponden dalam penelitian ini.

5.1. Identitas Responden
5.1.1 Responden Berdasar kan jenis Kelamin.

Dalam hasil pengamatan penelitian dalam pelaksapaaelitian, maka
terhadap keseluruhan responden yang digunakan aetmgpel. Pada bab ini akan
disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan tdsntesponden dan hasil jawaban
yang diperoleh dari hasil penyebaran quisioner yandah disebarkan kepada
responden.

Responden penelitian ini terdiri dari kaum lakitldan kaum perempuan.
Untuk lebih jelasnya tentang jumlah responden ¢atidari jenis kelaminnya, dapat

dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini:



Tabel. 5.1: Jenis Kelamin Responden

NO JenisKelamin Jumlah Persentase (%)
1 Laki-Laki 21 47,72%
2 Perempuan 23 52,27%
Jumlah 44 100%

Sumber Data Olahan Penelitian, 2010
Dari Tabel di atas dapat dilihat Jenis Kelamin oggjen laki-laki sebanyak 21
orang atau 47,72 % dan perempuan sebanyak 23 atand2,27 %. Jadi, yang lebih
dominan untuk mengurus segala kepentingan yangaib@nkdengan surat — surat
penting adalah para perempuan dengan angka 23 at@ngekitar 52,27%.
Responden di atas, juga memiliki tingkat pendidikang berbeda-beda,
sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawabh ini.
5.1.2. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Tabel. 5.2 : Tingkat Pendidikan Responden

NO Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%)
1 SD 9 20,45%
2 SLTP 3 6,81%
3 SLTA 29 65,90%
4 Perguruan Tinggi 3 6,81%

| Jumlah \ 44 100%

Sumber Data Olahan Penelitian, 2010

Dari Tabel diatas dapat terlihat bahwa tingkatditkan Responden yang
menggunakan jasa pelayanan pada Kantor Camat Inufadupaten Kuantan
Singingi tingkat Pendidikan SD sebanyak 9 orang 2@&45 %, SLTP sebanyak 3
orang atau 6,81%, SLTA sebanyak 29 orang atau 6%90Perguruan Tinggi

sebanyak 3 orang atau 6,81%. Dari penjelasan tdrsata-rata tingkat pendidikan



responden yang menggunakan jasa pelayanan pada Karhat Inuman Kabupaten
Kuantan Singingi adalah berpendidikan SLTA yaitbhesg/ak 29 orang atau 65,90 %.
5.1.3. Responden Berdasarkan Tingkat Pekerjaan.

Tabel. 5.3 : Tingkat Pekerjaan Responden

No | Pekerjaan Jumalah responden (orang) | Persentase (%)

1 Petani 18 40,90%

2 Pedagang 1 2,27%

3 | Wiraswasta 14 31,81%

4 | PNS 6 13,63%

5 Ibu Rumah Tangga 5 11,36%
Jumlah 44 100%

Sumber Data Olahan Penelitian, 2010

Dari Tabel di atas dapat dilihat Responden yangeti@ksebagai Petani
sebanyak 18 orang atau 40,90 %, Pedagang sebdnyalang atau 2,27 %,
Wiraswasta sebanyak 14 orang atau 31,81%, Pedémgari Sipil sebanyak 6 orang
atau 13,63%, dan Ibu Rumah Tangga sebanyak 5 atandl1,36%. Dari penjelasan
tersebut bahwa jenis usaha petani lebih banyaku yh@ orang atau 40,90%
responden.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pekerjaasponden

kebanyakan petani sebanyak 18 orang atau 40,90%.



5.2 Analisis Pelayanan Pada Kantor Camat Kecamatan Inuman Kabupaten
Kuantan Singingi (Studi Kasus Pada Penerbitan Kartu Penduduk)

Penyelenggaraan sistem pendaftaran (pencatatadyghein dan pencatatan
sipil dalam pendayagunaan dan penyelenggaraan kuendm belum dapat berjalan
secara maksimal, pencatatan dokumen maupun dalaghipgngan statistik vital
dan statistik kependudukan, banyak kejadian-kejadtiependudukan yang belum
tercatat secara benar, misalnya kelahiran, perkawinperceraian, kematian
penduduk. Sehingga kepemilikan dokumen pendudulg yaerupakan alat bukti
yang sah atau sebagai identitas diri masih bangakrbdimiliki oleh penduduk.

Dalam sistem administrasi kependudukan yang berthkimdonesia, jika
dihubungkan dengan pelaksanaan pendaftaran pendiatugencatatn sipil. Bentuk
dan fungsi dokumen dapat diklasifikasikan sebagaldia atau alat untuk menjaring
data penduduk, akta-akta merupakan kartu catataan@ peristiwa atau kejadian
vital seseorang.

Paspor, Kartu Identitas Sementara (KITAS), Kartentitas Tetap (KITAP)
merupakan kartu kelengkapan administrasi dalamkeamgobilitas Warga Negara
Asing (WNA), dan Warga Negara Indonesia (WNI), Kdé& KK merupakan kartu
identitas diri bagi penduduk yang sudah menjadpadtegara Republik Indonesia.

Secara umum dari berbagai bentuk dokumen terselaltvd yang
mempunyai frekwensi mobilitas tinggi untuk kepegén publik adalah Kartu Tanda

Penduduk (KTP).



Namun demikian secara khusus fungsi KTP adalahgsel@at bukti diri
yang sah untuk menunjukkan domisili atau tempagg@h seseorang disalah satu
wilayah Negara Republik Indonesia serta dipergunmaeagai alat untuk memenuhi
berbagai  kelengkapan  administrasi  dalam  kehiduparermdsyarakat,
birokrasi/kelembagaan, bisnis, ekonomi, aspek hudamsosial serta informasi dan
komunikasi.

Kemudian dalam memenuhi berbagai kelengkapan asimgsi dalam
kehidupan bermasyarakat, kelmbagaan atau birolgada bisnis dalam aspek
ekonomi dan aspek hukum, KTP sangat dipergunakbagse alat informasi dan
komunikasi terhadap identitas diri seseorang.

Analisis pelayanan publik pada penerbitan KartudBa®enduduk (KTP)
Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dilakutengan memperhatikan

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

[ —

. Faktor Organisasi,

2. Faktor Kemampuan dan Keterampilan,

3. Faktor Kesadaran,

4. Faktor Aturan,

5. Faktor Kedesipilinan.

Faktor Organisas Yaitu Kuantitas Pelaksanaan Tugas

Faktor organisasi merupakan perwujudan organisasih [banyak pada
pengaturan dan mekanisme kerjanya yang harus m&hgima pelayanan yang

memadai berupa Kuantitas pelaksanaan tugas yangpalan volume pekerjaan



yang dikerjakan oleh masing-masing pegawai padaaC&@camatan Inuman sesuai
dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam pelaksanaan tugas penerbitan KTP di Kecametaman dapat
dilihat bahwa berkas permohonan pembuatan KTP selanilima) hari kerja di
Kantor Camat Inuman mencapai berkisar 30 berkasilaDdari jumlah pegawai
yang ada di Kecamatan dalam menyelesaikan tugastptam KTP sudah cukup dan
tidak membutuhkan tenaga tambahan. Dari perbandipgalah pekerjaan yang
harus diselesaikan dengan jumlah pegawai yangdiarseidah seimbang. Hal ini
dikarenakan pembagian tugas yang kurang dipahaeh sktiap pegawai dan
pegawai yang ditugaskan dalam pembuatan KTP s&baisus tidak selalu berada
dikantor untuk melayani masyarakat.

Pada tabel dibawah ini dapat kita ketahui jawabasponden tentang
kuantitas pelaksanaan tugas pegawai.

Tabel 54 : Tanggapan Responden terhadap penyelesaian tugas dan
pekerjaan tepat pada waktu nya

No Pengukuran Jumlah Responden Persentase (%)
1 Setuju 23 52,27%
2 Tidak Setuju 5 11,36%
3 Kurang Setuju 16 36,36%
Jumlah 44 100%

Sumber Data Olahan Penelitian, 2010

Berdasarkan tabel diatas, menggambarkan bahwa 4hriresponden,
sebanyak 23 responden atau 52,27 % dari jawabgom#sn yang mengatakan
setuju, yaitu dalam artian bahwa dalam melaksantigas dan pekerjaan tepat pada

waktu nya sudah baik.



Sedangkan yang masuk dalam kategori tidak setualaladsebanyak 5
responden atau 11,36% dari responden dalam aréibweb Pegawai Kantor Camat
Inuman terkadang terlupa sehingga urusan tidalsaepmda waktu yang dijanjikan,
dan sebanyak 16 responden atau 36,36% dari jawas@onden masuk kedalam
kategori tidak setuju dalam artian bahwa pegawdag&ntor Camat Inuaman tidak
dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan wakgjudyiztapkan.

Dari Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapaponden terhadap
penyelesaian tugas dan pekerjaan tepat waktu nyg gldakukan oleh pegawai
Kantor Camat Inuman Kabupaten Kuantan Singingi ddiatakan dalam kategori “
Setuju”.

Tabel 55 : Tanggapan Responden Tentang pelaksanaan tugas dengan
prosedur yang ditetapkan

No Pengukuran Jumlah Responden Persentase (%)
1 Setuju 20 45,45%
2 Tidak Setuju 7 15,90%
3 Kurang Setuju 17 38,63%

Jumlah 44 100%

Sumber Data Olahan Penelitian, 2010
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kebanyalesponden yakni 20
orang atau 45,45% setuju terhadap pelaksanaan tdgagan prosedur yang
ditetapkan pada kantor camat Inuman, namun masilespponden yang tidak Setuju
yakni 7 orang atau 15,90%, sedangkan yang kurahgusgakni 17 orang atau
38,63%.
Dari uraian di atas bahwa tanggapan respondenngm@laksanaan tugas

dengan prosedur yang ditetapkan "Setuju”.



Sedangkan untuk mengetahui tanggapan respondangesarana pendukung
mekanisme, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6 : Tanggapan Responden Terhadap Sarana Pendukung Mekanisme
Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas

No Pengukuran Jumlah Responden Persentase (%)
1 Setuju 16 36,36%
2 Tidak Setuju 7 15,90%
3 Kurang Setuju 21 47,72%

Jumlah 44 100%

Sumber Data Olahan Penelitian, 2010
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kebagyalesponden yakni 16

orang atau 36,36% setuju dan yang menjawab tidaljusgakni 7 orang atau
15,90%, sedangkan yang kurang setuju yakni 21 catng47,72%.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responkigrang setuju
terhadap sarana pendukung mekanisme kerja dalakspelaan tugas pegawai pada
kantor camat Inuman.

Selanjutnya, untuk mengetahui faktor organisaguykeuantitas pelaksanaan

tugas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7 : Rekapitulas Tanggapan Responden Tentang Faktor Organisas
Yaitu Kuantitas Pelaksanaan Tugas.

N , Pengukuran Jumlah
0 Sub Indikator s TS KS

Penyelesaian 23 5 16 a4
1 tugas dan

pkerjaannya  52,27% 11,36%  36,36% 100%



Pelaksanaan tugas 20 7 17 44

2
dalam prosedur ;o jor 150006  38.63% 100%
Sarana 16 7 21 44
3 pendukung
mekanisme kerja 36:36%  15.90%  47,72% 100%
59 19 54 132
4 Total 4469 1439  40,90% 100%
19.66 6,33 18 44
5 Rata-Rata ;16905  14.39%  40.90% 100%
Sumber Data Olahan Penelitian, 2010
Keterangan
S : Setuju

TS : Tidak Setuju
KS : Kurang Setuju

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kebanyag&sponden yaitu 44,69%
menilai bahwa faktor organisasi yaitu kuantitasakshnaan tugas sudah setuju,
namun ada responden yaitu 14,39% yang tidak sedaju yang "Kurang Setuju”
yaitu 40,90%.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa resporn@&etuju” dengan

faktor organisasi yaitu kuantitas pelaksanaan tugas

Faktor Kemampuan Dan K eterampilan Kualitas Pelaksanaan Tugas

Tabel 5.8: Tingkat pendidikan Pada Kantor Camat K ecamatan I numan.
No Tingkat Pendidikan Jumlah Responden Persentase (%)
1 Tamat SMP 2 8%
2 Tamat SMA 14 56%



3 Tamat Perguruan Tinggi 9 36%
Jumlah 25 100%
Sumber Data Olahan Penelitian, 2010

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kebanyalegyawai kantor camat
adalah tamatan SMA yaitu 14 orang atau 56%, sedentgnatan perguruan Tinggi
9 orang atau 36%, dan tamatan SMP hanya 2 oran@%ia

Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pegawai gatéor Camat Inuman
adalah tamatan SMA dan Perguruan Tinggi.

Keterampilan adalah kemampuan melaksanakan tugesjpen dengan
menggunakan anggota badan dan peralatan kerja tgasgdia dan Kemampuan
adalah sifat atau keadaan seseorang yang dapatsaredkan tugas/pekerjaan.

Disamping itu pegawai kecamatan pernah mengalarsal&ean dalam
pengitikan identitas dalam KTP yang akan diterbitksehingga yang mengurus KTP
tersebut mengembalikan dan meminta unutk menggantkanko tersebut dengan
data yang sebenarnya. Jadi pegawai selalu diiagatktuk memperhatikan data
kelengkapan pemohon sebelum melakukan kegiatann&irasi, dalam hal ini
bahwa ketelitian kerja pegawai dalam memberikaay@glan penerbitan KTP masih
dinilai cukup baik. Berikut ini dapat dilihat jawaib responden aparatur pemerintahan

tentang kualitas pelaksanaan tugas :

Tabel 5.9 : Tanggapan Responden Terhadap Kemampuan Kualitas Pelaksanaan
Tugas Para Pegawai Yang Diterapkan Dengan Baik Kepada

M asyar akat.
No Pengukuran Jumlah Responden Persentase (%)
1 Setuju 14 31,81%
2 Tidak Setuju 6 13,63%

3 Kurang Setuju 24 54,54%



Jumlah 44 100%
Sumber Data Olahan Penelitian, 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kebanyaksponden yaitu 14 orang
atau 31,81% Setuju, dengan kemampuan kualitas g@@lakn tugas para pegawai
yang diterapkan dengan baik kepada masyarakatnhgeala yang tidak setuju yaitu 6
orang atau 13,81%, dan yang kurang setuju yaitor@dg atau 54,54%.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa respohkdeang setuju dengan
kemampuan kualitas pelaksanaan tugas para pegawai.

Untuk melihat tanggapan responden terhadap ketdemgan kemampuan
kualitas pelaksanaan tugas para pegawai dapattdidda tabel 5.9 berikut:

Tabel 5.10 : Tanggapan Responden Terhadap Masyarakat Yang Tidak Puas
Dengan Kemampuan Dan Keterampilan Kualitas Pelaksanaan

Tugas Para Pegawai.
No Pengukuran Jumlah Responden Persentase (%)
1 Setuju 17 38,63%
2 Tidak Setuju 7 15,90%
3 Kurang Setuju 20 45,45%
Jumlah 44 100%

Sumber Data Olahan Penelitian, 2010
Menurut tabel di atas dapat diketahui bahwa kedleeny responden yaitu 17
orang atau 38,63% setuju, sedangkan yang tidakusgaitu 7 orang atau 15,90%,
dan yang kurang setuju yaitu 20 orang atau 45,45%.
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa resporidegang setuju dengan
keterampilan dan kemampuan kualitas pelaksanaaas tpgra pegawai. Sehingga

perlu suatu pembinaan terhadap para pegawai agalitalsu keterampilan dan



kemampuan para pegawai sesuai dengan yang didamlodédda masyarakat yang
berada di wilayah kecamatan Inuman tersebut.

Sedangkan dari jawaban responden terhadap kemarppleksanaan tugas
pada kewajiban para pegawai dapat dilihat padd tttewah ini :

Tabel 5.11 : Tanggapan Responden Terhadap Kemampuan Pelaksanaan Tugas
Pada Kewajiban Para Pegawai di kantor Camat Inuman.

No Pengukuran Jumlah Responden Persentase (%)
1 Setuju 20 45,45%
2 Tidak Setuju 2 4,54%

3 Kurang Setuju 22 50%
Jumlah 44 100%

Sumber Data Olahan Penelitian, 2010
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kebanyaksponden yakni 20 orang
atau 45,45% menilai tentang kemampuan pelaksanagas tpada kewajiban para
pegawai setuju, namun masih ada yang tidak setiju ¥ orang atau 4,54%, dan
yang kurang setuju yaitu 22 orang atau 50%.
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responkigrang setuju
terhadap kemampuan pelaksanaan tugas pada kewg#dranpegawai di kantor

camat Inuman tersebut.

Tabel 5.12 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Faktor Kemampuan
dan Keterampilan Kualitas Pelaksanaan Tugas

N , Pengukuran Jumlah
0 Sub Indikator S TS KS
Kemampuan Kualitas 14 6 24 44

1 pelaksanaan tugas para
pegawai 31,81% 13,63%  54,54% 100%



4

5

Masyarakat yang tidak
puas dengan kemampuan
dan keterampilan kualitas
pelaksanaan tugas para  38,63%
pegawai

Kemampuan pelaksanaan 20
tugas pada kewajiban para 45 450,
pegawai

17

51
Total 38.63%

17
Rata-Rata 38.63%

Sumber Data Olahan Penelitian, 2010

menilai bahwa faktor keterampilan dan kemampuanlitesapelaksanaan tugas

setuju, namun ada responden yaitu 11,36% tidakusetan 50% responden kurang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kebanyag&sponden yaitu 38,63%

setuju.

faktor keterampilan dan kemampuan kualitas pelad@antugas, ini disebabkan

karena para pegawai tidak mengutamakan keteramgdarkemampuannya dengan

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa respordiak setuju dengan

sebaik mungkin.

yang tunduk dan taat pada aturan yaitu waktu yaegipakan jumlah waktu yang

Faktor Kesadaran Waktu

Disiplin suatu kondisi atau sikap yang ada padauseanggota organisasi

15,90%

2
4,54%

15
11,36%

5
11,36%

20

45,45%

22
50%

66
50%
22
50%

44

100%

44
100%

132
100%
44
100%



digunakan pegawai dalam menyelesaikan tugas padsughya dalam pelayanan
penerbitan KTP.

Melihat jadwal pelaksanaan penerbitan KTP pada éa@amat Inuman
memiliki jadwal kerja dalam memulai aktivitas pedagn pada pukul 07.30, namun
pegawai masih ada yang mengawali aktivitas samplaillp09.00 dan mengakhiri
jadwal pelayanan pada pukul 15.00, sehingga masytagsang hendak diberikan
pelayanan mengalami keterlambatan.

Tabel dibawah ini akan dipaparkan jawaban resporngatang faktor
kesadaran:

Tabel 5.13: Tanggapan Responden Terhadap Pelayanan yang diberikan
pegawai selalu tepat pada waktunya .

No Pengukuran Jumlah Responden Persentase (%)

1 Setuju 11 25%

2 Tidak Setuju 9 20,45%

3 Kurang Setuju 24 54,54%
Jumlah 44 100%

Sumber Data Olahan Penelitian, 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa respongtu 11 orang atau 25%
setuju dengan pelayanan yang diberikan pegawaiadanresponden yaitu 9 orang
atau 20,45% tidak setuju, responden yang kurangjuselengan pelayanan yang
diberikan pegawai yaitu 24 orang atau 54,54%.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responderarig setuju terhadap

pelayanan yang diberikan pagawai, ini disebabkaenkapara pegawai tidak dapat
memberikan apa yang menjadi kebutuhan masyaralahdal pelayanan.

Tabel 5.14 : Tanggapan Responden Terhadap Pelayanan Pada Kantor Camat
Sudah Sesuai Tepat Pada Waktunya.



No Pengukuran Jumlah Responden Persentase (%)

1 Setuju 18 40,90%

2 Tidak Setuju 9 20,45%

3 Kurang Setuju 17 38,63%
Jumlah 44 100%

Sumber Data Olahan Penelitian, 2010

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menggambarkdmwabadari 44
responden, sekitar 18 responden atau sekitar 499@esponden yang setuju
pelayanan pegawai yang sesuai tepat pada wakt8egmngkan yang kurang setuju
sebanyak 17 orang atau 38,63% responden dalamrm d&ihwa Pegawai Kantor
Camat Inuman memberikan pelayanan kepada masyacakap sederhana, dan
tidak berbelit-belit, namun pelaksanaannya agakit suhtuk dipahami oleh
masyarakat, dan Sisanya ada 9 responden ataurs&ki&8% responden yang tidak
setuju dalam arti pelayanan yang diberikan olehapyag kantor Camat Inuman
sangat lama dan terkesan mempersulit masyarakapm@edur yang berbelit-belit
sehingga sangat membingungkan masyarakat yanguilay

Berdasarkan survei dilapangan, penulis melihat bshnwnya pada
penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam pesge&aya sudah tepat waktu
sesuai dengan yang telah ditentukan, dimana peatayapembuatan KTP sudah
dilengkapi.

Tabel 515 : Tanggapan Responden Terhadap Pembuatan KTP dapat
disdesaikan dengan waktu yang singkat.

No Pengukuran Jumlah Responden Persentase (%)
1 Setuju 35 79,54%
2 Tidak Setuju 5 11,36%
3 Kurang Setuju 4 9,09%

Jumlah 44 100%

Sumber Data Olahan Penelitian, 2010



Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa resporskdnju terhadap pembuatan
KTP dapat diselesaikan dengan waktu yang singklahiyd5 orang atau 79,54%
karena pegawai dapat menyelesaikan dengan waktusyagkat dan persyaratan nya
sudah lengkap, sedangkan responden yang kurarjg setaya 4 orang atau 9,09%,
karena pegawai tidak dapat menyelesaikan tugas gl@mgbannya sesuai dengan
waktu yang telah ditetapkan yaitu 5 hari kerja, dasponden tidak setuju hanya 5

orang atau 11,36%.

Tabel 5.16 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Faktor Kesadaran

Waktu.
N . Pengukuran Jumlah
o Sub Indikator S TS KS
Pelayan.an yang diberikan 11 9 24 a4
1 pegawai selalu tepat pada
waktunya. 25% 29,45%  54,54% 100%
Pelayanan pada kantor camat 1g 9 17 44

2 sudah sesuai tepat pada
waktunya. 40,90%  20,45%  38,63% 100%



Pembuatan KTP dap 35 5 4 44
3 diselesaikan dengan waktu

yang singkat 7954%  11.36%  9,09% 100%
4 Tom 64 23 45 132
48.48Y 17429 34,099 100%
217 7€ 15 44
5 Rata-Rata 48489  17.42% 34,099 100%

Sumber Data Olahan Penelitian, 2010
Dari tabel di atas dapat dilihat jawaban respongierg menjelaskan tentang

pelayanan pegawai pada penerbitan KTP di Kecanmlatanan sudah setuju. Dari
jawaban setuju responden menjawab dengan pers&@z&90o.

Berdasarkan hasil wawancara pada salah seorangaralkay beliau
mengatakan “Para pegawai yang bekerja disini sudah cukup baik,dibuktikan
bahwa dalam pembuatan kartu penduduk mereka dapdtksanakannya sesuai
dengan waktu yang dijanjikannya, namun terkadangajmasih ada yang belum
selesai, karena bisa jadi karena terlupa dan teddgl ini merupakan kesalahan

masyarakat karena persyaratannya tidak lengkap”

Faktor Aturan Jabatan
Aturan dibuat oleh pihak yang berwenang mengatyalaesesuatu yang ada
dalam organisasi tersebut. Dilihat dari jawabarpoaden yang ada, dapat dilihat
bahwa jawaban yang ada pada kantor Camat Kecarmtaran dalam pelaksanaan

penerbitan KTP, ternyata Camat melimpahkan wewekapgda bawahan jika camat



tidak berada ditempat dan pelimpahan wewenang yémgrikan kepada bawahan
sudah sepantasnya mengembangkan tugas dalam peasyesd P tersebut.

Jawaban responden mengenai pelimpahan wewenang diéipat tabel
dibawah ini :

Tabel 5.17 : Tanggapan Responden Terhadap Camat yang tidak ada ditempat

No Pengukuran Jumlah Responden Persentase (%)

1 Setuju 22 50%

2 Tidak Setuju 14 31,80%

3 Kurang Setuju 8 18,18%
Jumlah 44 100%

Sumber Data Olahan Penelitian, 2010

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jawalespanden sebanyak 22
orang atau 50% mengatakan setuju, sedangkan jawadponden yang sebanyak 14
orang atau 31,80% tidak setuju, dan responden karang setuju sebanyak 8 orang
atau 18,18%, ini disebabkan karena bisa menundagréan KTP.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang tandpé&gawai jika camat

tidak ada ditempat dapat dilihat pada tabel dilbaing:

Tabel 5.18 : Tanggapan Responden Terhadap Tindakan Pegawai Jika Camat
Tidak Ada Di Tempat.

No Pengukuran Jumlah Responden Persentase (%)
1 Setuju 17 38,63%
2 Tidak Setuju 9 20,45%
3 Kurang Setuju 18 40,90%
Jumlah 44 100%

Sumber Data Olahan Penelitian, 2010
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jawalesponden yakni 17 orang

atau 38,63% setuju, sedangkan jawaban respondem ryemjawab tidak setuju



sebanyak 9 orang atau 20,45%, dan jawaban respgadenkurang setuju yakni 18
orang atau 40,90%.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responkigrang setuju
terhadap tindakan pegawai jika camat tidak adanglige, karena bisa mengakibatkan
pemberian KTP tidak tepat pada waktu yang telagntlikan.

Sedangkan untuk mengetahui tanggapan respondemgekesulitan dalam
pengurusan KTP, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.19 : Tanggapan Responden Terhadap Kesulitan dalam pengurusan KTP

No Pengukuran Jumlah Responden Persentase (%)

1 Setuju 12 27%

2 Tidak Setuju 20 45,45%

3 Kurang Setuju 12 27%
Jumlah 44 100%

Sumber Data Olahan Penelitian, 2010

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jawalespaonden yakni 12 orang
atau 27% setuju, sedangkan 20 orang atau 45,45% $etuju terhadap kesulitan
dalam pengurusan KTP, dan jawaban responden yaagdsetuju yakni 12 orang
atau 27%.
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa respotidak setuju terhadap kesulitan
dalam pengurusan KTP, kerana bisa menghambattakti&in.

Selanjutnya, untuk mengetahui faktor aturan ymihatan dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 5.20 : legkapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Faktor Aturan

atan

N . Pengukuran Jumlah
0 Sub Indikator S TS KS



Tanggapan

22 14 8 44
responden
1 terhadap camat
yang tidak 50% 31,80% 18,18% 100%
ditempat
Tindakan
5 pegawai jika 17 9 18 44
camat tidak ada
ditempat 38,63% 20,45% 40,90% 100%
Kesulitan dalam 12 20 12 44
3 engurusan
e 27%  4545%  27% 100%
4 Total 51 43 38 132
38,63% 32,57% 28,78% 100%
5 Rata-Rata 17 14,3 12,6 44
38,63% 32,57% 28,78% 100%

Sumber Data Olahan Penelitian, 2010

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa faktoraatuaitu jabatan dalam
pelaksanaan tugas dan penerbitan KTP di Kecamataman sudah setuju dengan
persentase 38,63%, dimana pegawai yang dilimpalkarenang dapat melaksnakan
tugas yang diembannya.

Hal tersebut juga diperkuat oleh salah seorang anakgt yang diwawancari
oleh penulis, beliau mengatakarfPelaksanaan penerbitan KTP yang dilakukan
pihak Kecamatan Inuman Kabupaten kuantan Singimgsudah dapat dikagorikan
cukup baik, karena implementasinya dilapangan suzjus, namun terkadang juga
tidak dapat diselesaikan dengan cepat, karena tlakg Bapak Camat tidak berada
ditempat, ini merupakan hal yang dapat menjadi tk@tebatan dalam penerbitan
KTP tersebut”.

Faktor Disiplin Yaitu Absensi Pegawai



Disiplin suatu kondisi atau sikap yang ada padauseamggota organisasi yang
tunduk dan taat pada aturan yaitu absensi peg@baensi pegawai adalah tingkat
kehadiran pegawai dalam setiap bagian yang ada kadl@r camat Kecamatan
Inuman sesuai dengan jam kerja yang berlaku.

Tabel dibawah ini akan dipaparkan jawaban resporgatang faktor
Disiplin yaitu Absensi Pegawai :

Tabel 5.21 : Tanggapan Responden Terhadap Kedisiplinan Para Pegawai Dalam
M elaksanakan Tugasnya Sudah Baik .

No Pengukuran Jumlah Responden Persentase (%)
1 Setuju 23 52,27%
2 Tidak Setuju 5 11,36%
3 Kurang Setuju 16 36,36%

Jumlah 44 100%

Sumber Data Olahan Penelitian, 2010

Dari tabel di atas tersebut, menggambarkan bahwa 4dia responden,
sekitar 23 responden atau sekitar 52,27 % respoydeg setuju, yaitu dalam
melaksanakan tugas dengan baik, pegawai Kantor Cémaan melaksanakan
tugasnya dengan baik  sehingga tugas yang dientediaksana dengan baik,
sedangkan responden yang tidak setuju yaitu 5 oasang 11,36%, dan responden
yang kurang setuju 16 orang atau 36,36%.

Tabel 5.22 : Tanggapan Responden Terhadap Absensi Para Pegawai Sudah

Baik.

No Pengukuran Jumlah Responden Persentase (%)
1 Setuju 28 63,63%
2 Tidak Setuju 3 6,81%

3 Kurang Setuju 13 29,54%

Jumlah 44 100%

Sumber Data Olahan Penelitian, 2010



Berdasarkan tabel diatas, menggambarkan bahwa4laesponden, sekitar
28 responden atau sekitar 63,63 % responden yamg ahwa pegawai sudah baik.
Sedangkan yang kurang setuju sebanyak 13 orang28t&4% responden, dalam
artian bahwa Pegawai Kantor Camat Inuman dalam dielma belum tepat pada
waktu yang telah ditentukan, dan tidak setuju y&karang atau 6,81%.

Tabel 5.23 : Tanggapan Responden Terhadap Para Pegawai Yang Tidak
Disiplin Dalam Pelaksanaan Tugasnya.

No Pengukuran Jumlah Responden Persentase (%)
1 Setuju 24 54,54%
2 Tidak Setuju 7 15,90%
3 Kurang Setuju 13 29,54%

Jumlah 44 100%

Sumber Data Olahan Penelitian, 2010

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa responaenjawab setuju sebanyak
24 orang atau 54,54%, dengan arti kata bahwa pedamtor camat tidak disiplin
dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan jawabaondesp yang tidak setuju
sebanyak 7 orang atau 15,90%, dan yang kurangussé@ljanyak 13 orang atau
29,54%.

Tabel 5.24 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Faktor Disiplin yaitu
Absens Pegawai.

N , Pengukuran Jumlah
0 Sub Indikator S TS KS
Kedisiplinan para pegawai 23 5 16 44
1 dalam melaksanakan
tugasnya dengan baik 52,27% 11,36% 36,36% 100%
2 Absensi para pegawai 28 3 13 a4
63,63% 6,81%  29,54% 100%
Pegawai yang tidak disiplin 24 7 13 44
3 dalam melaksanakan
54,54% 15,90% 29,54% 100%

tugasnya



4 Total 75 15 42 132

56.81% 11.36% 31,81% 100%
25 5 14 44
5 Rata-Rata 56,81% 11,36% 31,81% 100%

Sumber Data Olahan Penelitian, 2010

Dari tabel di atas dengan jawaban responden setéujumlah 56,81% karena
tingkat absensi pegawai dalam setiap bagian yaagpada kantor Camat Inuman
sudah sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukamun sebagian responden

kurang setuju yaitu berjumlah 31,81% disebabkarnarsebagian pegawai kantor

Camat Inuman masih tidak disiiplin dalam kehadiran.

5.3 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pelayanan Publik pada Kartu
Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan

Singingi.

Dari beberapa uraian tabel sebelumnya mengenaigapag responden

terhadap Pelayanan Publik pada Kartu Tanda PendduR) di Kecamatan Inuman
Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari :

1. Faktor Organisasi terdiri dari :

a) Penyelesaian tugas dan pekerjaannya.

b) Pelaksanaan tugas dalam prosedur.



c) Sarana pendukung mekanisme kerja
2. Faktor Kemampuan dan Keterampilan terdiri dari :
a) Kemampuan kualitas pelaksanaan tugas para pegawai.
b) Masyarakat yang tidak puas dengan kemampuan da&naksgtilan kualitas
pelaksanaan tugas para pegawai.
c) Kemampuan pelaksanaan tugas pada kewajiban paaavaieg
3. Faktor Kesadaran terdiri dari :
a) Pelayanan yang diberikan pegawai selalu tepat waétunya.
b) Pelayanan pada kantor camat sesuai tepat padanyaktu
c) Pembuatan KTP dapat diselesaikan dengan waktusyagkat.
4. Faktor Aturan terdiri dari :
a) Tanggapan responden terhadap camat yang tidaktem
b) Tindakan pegawai jika camat tidak ditempat.
c) Kesulitan dalam pengurusan KTP.
5. Faktor Kedisiplinan terdiri dari :
a) Kedisiplinan para pegawai dalam melaksanakan tygagengan baik.
b) Absensi para pegawai.

c) Pegawai yang tidak disiplin dalam melaksanakansiogg

Tabel 525 : Rekapitulas Jawaban Responden Tentang Analisis Pelayanan
Publik Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kantor Camat
Inuman

NO SUBINDIKATOR PENGUKURAN JUMLAH




S TS KS

59 19 54 132
1 Faktor Organisasi  44,69% 14,39% 40,90%

100%

Faktor Kemampuan o1 1 o L2%

2 dan Keterampilan 38,63% 11,36% o0% 100%
64 23 45 132

3 Faktor Kesadaran 48,48% 17,42% 34,09% 100%
51 43 38 132

4  Faktor Aturan 38,63% 32,57% 28,78% 100%
75 15 42 132

5 Faktor Disiplin 56,81% 11,36% 31,81% 100%
300 115 245 660

Total 45,45% 17,42% 37,12% 100%

20 7.6 16,3 44

Rata-Rata 45,45% 17,42% 37,12% 100%

Sumber Data Olahan Penelitian, 2010

Dari tabel di atas diketahui bahwa pelaksanaaryaen publik pada Kartu
Tanda Penduduk ( KTP) di Kantor Camat Inuman Katarpd&uantan Singingi
sudah baik, ini terbukti dari jumlah rata-rata dma&0 orang atau 45,45% responden
yang mengatakan setuju. Dan sebanyak 7,6 orang 1atgi?2% responden yang
mengatakan tidak setuju. Sedangkan responden yaramndk setuju sebanyak 16,3
atau 37,2%.

Berdasarkan kenyataan di atas dapat disimpulkarwdapelaksanaan
pelayanan publik pada Kartu Tanda Penduduk (KTR)Kahtor Camat Inuman

Kabupaten Kuantan singin§udah Baik.






BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan
Berdasarkan tabel 5.24 sebelumnya, hasil penelitian dan pembahasan
mengenai  Analisis Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Kecamatan Inuman

Kabupaten Kuantan Singingi, Studi Kasus Pada Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

(KTP) dapat diambil kessmpulan, bahwa pelayanan publik pada Penerbitan KTP di

Kecamatan Inuman pada umumnya sudah berjalan dengan bak berdasarkan

Peraturan Daerah Kuantan Singingi No.10 Tahun 2001. hal ini dapat dilihat dari :

1. Faktor Organisasi yaitu penyelesaian tugas dan pelaksanaannya mampu
menghasilkan pelayanan yang memadai.Pelaksanaan tugas dalam prosedur,
mengorganisir fungsi pelayanan baik dalam struktur maupun mekanismenya yang
akan berperan dalam mutu dan kelancaran pelayanan.Saran pendukung
mekanisme kerja, merupakan suatu sistem dan metode yang berfungsi sebagai tata
cara atau kerja agar pel aksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

2. Faktor Kemampuan Dan Keterampilan yaitu kemampuan kualitas pelaksanaan
tugas para pegawai, dimana pegawai dapat melaksanakan tugas atau pekerjaannya
atas dasar ketentuan-ketentuan yang ada sesuai dengan kemampuannya Agar,
masyarakat puas dengan kemampuan dan keterampilan kuaitas pel aksanaan tugas
para pegawai. Kemampuan pelaksanaan tugas merupakan kewgjiban para

pegawai yang harus dilaksanakan dengan baik.



3. Faktor Kesadaran yaitu pelayanan yang diberikan pegawa selalu tepat pada
waktunya sesuai dengan peraturan yang ada.Pelayanan yang diberikan Di kantor
camal sesual tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang telah
diberikan.Pembuatan KTP dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat dan
tidak mempersulit masyarakat yang akan membuat KTP.

4. Faktor Aturan yaitu tanggapan responden terhadap camat yang tidak ada ditempat
pada waktu pembuatan KTP dan tindakan apa yang pegawai lakukan jika camat
tidak berada ditempat pada waktu pembuatan KTP.Kesulitan dalam pengurusan
KTP disebabkan karena beberapa hal seperti kurangnya persyaratan, camat tidak
ada ditempat dan lain-lain.

5. Fakator Kedisiplinan yaitu kedisiplinan para pegawai dalam melaksanakan
tugasnya dengan baik sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang
dimilki.Absensi pegawai, dimana para pegawa selalu ada ditempat pada waktu
jam kerjaPegawa yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya akan
mendapat sanksi.

Walaupun pelayanan publik khususnya pada penerbitan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) pada umumnya sudah setuju, namun masih ada sebahagian
responden yang menilai kurang setuju yakni berkaitan dengan masalah sarana
pendukung mekanisme kerja pada tabel 5.6 dimana responden masih kurang setuju
(47,72%), kemampuan kualitas pelaksanaan tugas pegawai pada tabel 5.8 yakni
(54,54%), kepuasan masyarakat terhadap kemampuan dan keterampilan pegawai

pada tabel 5.9 vyaitu (45,45%), kewgiban pegawa terhadap tugasnya yang



ditunjukkan pada tabel 5.10 yakni (50%), pelayanan yang diberikan pegawa pada

tabel 5.12 yakni (54,54%), tindakan pegawai jika camat tidak ada pada tabel 5.17

yaitu (40,90%).

6.2 SARAN

Demi memcapaian pelayanan publik khususnya pada penerbitan Kartu

Tanda Penduduk (KTP) yang lebih baik lagi, penulis ingin memberi saran kepada

pemerintah, khusnya pada para pegawa kecamatan yang menangani masalah KTP di

Kecamatan Inuman, sebagai berikut :

1. Sebaiknya sarana pendukung mekanisme kerja dalam pelaksanaan tugasnya harus
lebih ditingkatkan dengan baik khususnya pada penerbitan Kartu Tanda
Penduduk (KTP).

2. Kemampuan kualitas pelaksanaan tugas dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) sebaiknya diterapkan dengan baik kepada masyarakat, agar masyarakat
puas terhadap kemampuan dan keterampilan pegawai daam meayani
masyarakat. Sehingga pegawai dapat melaksanakan kewgjibannya dengan baik.

3. Hendaknya pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai peraturan
yang telah diberikan kepadanya walaupun terdapat berbagai masalah dan dapat
mengatasi masalah dengan cepat dan tepat. Sehingga tugas yang diberikan
kepadanya dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan dengan pelayanan yang

baik.
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